KATA PENGANTAR

Sebagai institusi yang memiliki komitmen menjadi
institusi yang akuntabel, Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) telah
melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai dengan tupoksi
yang ditetapkan. Komitmen kerja yang harus dicapai
Direktorat Jenderal KSDAE telah dituangkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE
Tahun 2015-2019, Rencana Kerja (Renja) Direktorat
Jenderal KSDAE Tahun 2017, dan Perjanjian Kinerja (PK)
Direktur Jenderal Tahun 2017.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal atas
pelaksanaan tugas selama satu tahun, Direktorat Jenderal KSDAE menyusun Laporan Kinerja
Ditien KSDAE Tahun 2017. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja ini ditetapkan dalam
Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 ini,
diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi sehingga ke depan
dapat lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,
menagemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya untuk mencapai kinerja yang lebih
baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal
KSDAE serta mitra kerja, dan semua pihak yang berperan serta dalam upaya konservasi sumber
daya alam dan ekosistem. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pihak yang
membutuhkan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan instansi yang diberikan mandat untuk melaksanakan
upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dalam pelaksanaan kegiatannya,
Direktorat Jenderal KSDAE berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, Rencana Kerja (Renja)
Tahun KSDAE, dan Perjanjian Kinerja (PK).

Menghadapi berbagai isu pembangunan sumber daya alam, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2017 berupaya untuk memberikan kontribusi
dengan berbagai pelaksanaan kegiatan melalui Program Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem. Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan
kesejahteraaan dan mutu kehidupan manusia. Sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem dirumuskan sebagai berikut :

a. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman
hayati.

b. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan
konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta
pencapaian indikator kinerja program dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu :
1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
2) Pengelolaan Kawasan Konservasi
3) Konservasi Spesies dan Genetik
4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
5) Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial
6) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
7) Pengelolaan Taman Nasional
8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Pelaksanaan atas program dan kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2017 disajikan dalam Laporan
Kinerja (LKj) Ditien KSDAE tahun 2017. Laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun
kegagalan capaian indikator kinerja. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja Program (IKP), maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian
sasaran Ditjen KSDAE sebagaimana telah diamanatkan dalam Renstra Ditien KSDAE tahun 2015-
2019 dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE tahun 2017.

1. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dalam dokumen PK Ditjen KSDAE tahun
2017 adalah sebesar 121,26%, meningkat 11,07% jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun
2016 (109,16%). Capaian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Program/Kegiatan
1 | Meningkatnya Penerimaan Jumlah kunjungan wisatawan 2.500.000 6.168.857 150
Devisa dan PNBP dari manca negara dan domestik ke orang atau orang atau Rp | (246,75)
Pemanfaatan Jasa kawasan konservasi Rp. 90,8 159,40 Milyar
Lingkungan Kawasan Milyar
Konservasi dan ) Jumlah kemitraan pemanfaatan 30 unit atau 113 unit 150
Keanekaragaman Hayati jasa lingkungan panas bumi, air Rp. 3,7 (313,89)
dan wisata alam yang Milyar
beroperasi di kawasan
konservasi
Jumlah PNBP dari hasil Rp. 10 Milyar | Rp. 25,5 Milyar 150
pemanfaatan satwa liar dan (254,98)

tumbuhan alam
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No Sasaran
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Nilai ekspor pemanfaatan satwa
liar dan tumbuhan alam serta
bioprospecting

Jumlah kawasan non taman

Target

Rp. 5,3
Trilyun

17 unit KK

Realisasi

Rp. 7,09
Trilyun

38 unit KK

%

133,87

150

2 | Meningkatnya Efektivitas
Pengelolaan Hutan
Konservasi dan Upaya
Konservasi
Keanekaragaman Hayati

nasional (CA, SM, TWA)
memperoleh nilai indeks METT
minimal 70% (kategori baik)
Jumlah taman nasional
memperoleh nilai indeks METT
minimal 70% (kategori baik)

Persentase peningkatan 2%
populasi 25 jenis satwa
terancam punah prioritas sesuai
The IUCN Red List of
Threatened Species

Jumlah ketersediaan data dan
informasi sebaran
keanekaragaman spesies dan
genetik yang valid dan reliable
pada 7 wilayah biogeografi
(Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua)

Luas KEE yang telah terkelola 300.000 Ha 63.957,9 Ha
oleh forum kelembagaan dalam 13 unit dalam 14 unit
pengelolaan ekosistem esensial KEE KEE
Jumlah KPHK non TN yang 10 unit 35 unit 150
terbentuk dan beroperasi (350)
Luas kawasan hutan konservasi 128,64
pada zona tradisional yang
dikelola melalui kemitraan
dengan masyarakat
Kawasan konservasi yang

dilindungi dari ancaman
kebakaran

Rata-rata capaian kinerja

(223,53)

30 unit TN 2 unit TN 6,67

5,56% 150
(278)

7 paket data 6 paket data 85,71

107,70

20.000 Ha 25.728,79 Ha

551 unit KK 552 unit KK 100,18

121,26

2. Secara umum pada tahun 2017 Ditjen KSDAE telah berhasil melaksanakan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang tertuang dalam PK Direktur Jenderal
KSDAE tahun 2017, dari dua belas indikator kinerja program terdapat sepuluh indikator yang
realisasi kinerjanya melebihi target, dan dua indikator lainnya belum tercapai kinerjanya sesuai
target yaitu Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)
(6,67%) dan Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan
genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) (85,71%). IKK Jumlah taman nasional
memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik) tidak tercapai karena IKK ini
sebenarnya lebih fokus pada pencapaian nilai METT kawasan konservasi non taman nasional,
akan tetapi karena mengakomodir kegiatan Pengelolaan Taman Nasional pada Satker Balai
Besar/Balai Taman Nasional, maka pada tahun 2017 ditetapkan IKK ini, sehingga capaian IKK
ini kurang optimal. Sedangkan pada IKK Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran
keanekaragaman spesies dan genetik, baru terealisasi sebanyak 6 paket data (85,71%) dari
target 7 paket data. Pada IKK ini, yang belum dapat terealisasi adalah pada wilayah Maluku.
Untuk wilayah Maluku direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018.

3. Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2017, pagu anggaran Direktorat Jenderal KSDAE sebesar
Rp. 1.825.868.794.000,-, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar
Rp. 1.687.895.748.765,- atau 92,44%%. Beberapa kondisi yang mempengaruhi penyerapan
anggaran antara lain pada tahun 2017, realisasi anggaran tidak dapat optimal, penyebabnya
antara lain penyerapan anggaran melalui sumber dana PNBP yang ditetapkan melalui Maksimal
Pencairan (MP) PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mencapai 100% dari
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total pagu sumber dana PNBP dan Surat Edaran MP PNBP ke VI baru terbit pada bulan
Desember 2017.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat
maupun di daerah perlu dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator
yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat
dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.

Perlu diupayakan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu
kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus
dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja
organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat, dan akuntabel.

kkkkkkkkkkkkkk
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BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta
peranan penting, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi
dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional
yang berkelanjutan. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat
berlangsung dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta
melekat dengan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
merupakan bagian dari institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki
tugas penting dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor: 5 Tahun 1990, Konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam
hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, yang dilaksanakan melalui tiga
kegiatan yaitu:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam upaya pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, Ditjen
KSDAE melaksanakan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,
sebagaimana telah dituangkan pula dalam dokumen Renstra Ditjien KSDAE Tahun 2015-2019.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Ditien KSDAE disusunlah Laporan
Kinerja (LKj). Laporan Kinerja disusun setelah tahun anggaran berakhir, yang berisi pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor:
P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Atas Dokumen
Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE. Laporan Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2017
menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Ditjen KSDAE sebagai penjabaran dari
visi, misi, dan strategi yang terdapat dalam Rencana Strategis Ditjien KSDAE Tahun 2015 - 2019
melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.
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B. KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-

[1/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal KSDAE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal
KSDAE dipimpin oleh Direktur Jenderal.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan
ekosistemnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman
wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka
margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik
baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan
kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman
wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka
margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik
baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan
kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan
pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan
raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi
keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa
lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman
nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan
cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati
spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan
kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan
pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan
raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi
keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa
lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di
daerabh;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan
taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam,
suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan
genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi
pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem; serta;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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3. Struktur Organisasi
Dalam pelaksanaan kegiatan, Ditien KSDAE dibantu oleh enam Eselon Il Pusat, yaitu :

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;

Direktorat Kawasan Konservasi;

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan
Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.

~® o0 T D

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Direktorat Jenderal KSDAE
memiliki 74 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas Balai Besar (setingkat Eselon II)
dan Balai (setingkat Eselon 1l1), yaitu sebagai berikut:

a. Balai Besar KSDA ;8 UPT
b. Balai Besar Taman Nasional :8 UPT
c. Balai KSDA ;18 UPT
d. Balai Taman Nasional 140 UPT

Selengkapnya Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE dapat digambarkan sebagai
berikut:

Direktorat Jenderal
KSDAE

Sekretariat
Direktorat Jenderal

[ ] T ]
Direktorat Direktorat Direktorat Direktorat Direktorat
PIKA KK KKH PJLHK BPEE

Unit Pelaksana Teknis

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-I1/2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
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C. SUMBER DAYA DAN SARANA PENDUKUNG

1. Kawasan Konservasi

Luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai 27.140.384,04 Ha yang
terbagi dalam 552 unit kawasan konservasi. Rekapitulasi fungsi dan luas kawasan konservasi
disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi

No Fungsi Jumlah Luas (Ha)
1 | Cagar Alam 214 4.248.131,78
2 | Suaka Margasatwa 79 4.982.406,13
3 | Taman Wisata Alam 131 829.276,66
4 | Taman Buru 11 171.250,00
5 | Taman Hutan Raya 34 371.124,39
6 | Taman Nasional 54 16.232.132,17
7 | KSA/KPA 29 306.062,92
TOTAL 552 27.140.384,05

Sumber: Direktorat PIKA, 2017

2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2017 Ditjen
KSDAE didukung pegawai sebanyak 6.829 orang. Sebaran pegawai pada Ditjen KSDAE
adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2017

No Satker Jumlah Pegawai (orang) %

1 Pusat 389 5,70

2 | Balai Besar KSDA 1.223 17,91

3 Balai Besar TN 933 13,66

4 | Balai KSDA 1.667 24,41

5 | Balai TN 2.617 38,32
Total 6.829 100,00

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditien KSDAE, 2017

Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE
Tahun 2017

Balai KSDA
24%

Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2017
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Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebaran pegawai terbanyak pada
satker Balai Taman Nasional (38,32%), terbanyak kedua pada satker Balai KSDA (24,41%),
dan yang terendah pada satker pusat (5,70%). Hal ini dikarenakan jumlah satker yang banyak
pada Balai TN (40 satker) dan Balai KSDA (18 satker) sehingga jumlah pegawainya juga
banyak. Sedangkan di pusat hanya terdiri dari 6 satker sehingga jumlah pegawainya lebih
sedikit.

Perkembangan pegawai dalam lima tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.

Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen
KSDAE Tahun 2013-2017

gloas— 8136 5

2013 2014 2015 2016 2017

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE
selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Jumlah tertinggi selama 5 tahun
terakhir pada tahun 2014 sebanyak 8.136 orang. Selanjutnya menurun selama 3 tahun
berikutnya. Jumlah pegawai Ditien KSDAE pada tahun 2016 mengalami penurunan 11,45%
dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 terdapat penggabungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana pada Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam (PHKA) dipecah menjadi tiga Eselon | yaitu Diten KSDAE, Ditjen Pengendalian
Perubahan Iklim (PPI) dan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(PHLHK). Sehingga pegawai dari Ditjien PHKA dipecah juga pada tiga Eselon | tersebut, yang
mengakibatkan turunnya jumlah pegawai pada Ditien KSDAE. Pada tahun 2017, jumlah
pegawai Ditjen KSDAE juga menurun 4,25% dibandingkan tahun 2016. Hal ini disebabkan
banyak pegawai yang pensiun dan juga pindah ke Eselon | lain.

Kondisi kepegawaian lingkup Ditien KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan dapat
disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017
Satker S3 | S2 | S1/D4 | D3| SLTA/D1/D2 | SLTP | SD Jumlah
Pusat 5| 106 131 | 43 95 6 3 389
UPT 12 | 470 | 1.772 | 404 3.569 120 | 93 6.440
Jumlah 17 | 576 | 1.903 | 447 3.664 126 | 96 6.829
% 0,25 | 8,43 | 27,87 | 6,55 53,65 | 1,85 | 1,41 100

Sumber: Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditien KSDAE, 2017
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Berdasarkan tabel di atas, pegawai lingkup Ditien KSDAE didominasi dari lulusan
SLTA/D1/D2 sebanyak 3.664 orang (53,65%), terbanyak kedua adalah lulusan S1/D4
sebanyak 1.903 orang (27,87%), sedangkan jumlah pegawai yang paling sedikit adalah
pendidikan S3 sebanyak 17 orang (0,25%).

Apabila dilihat dari segi jabatannya, komposisi terbesar adalah untuk jabatan fungsional
umum yang mencapai 42.886 orang (42,26%) diikuti Polisi Hutan sebesar 2.036 orang
(29,81%). Besarnya jumlah Polisi Hutan dapat dipahami mengingat banyaknya kawasan yang
harus dijaga dan permasalahan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang sangat
kompleks sehingga menuntut adanya tenaga pengamanan dalam jumlah yang cukup untuk
ditempatkan di lapangan dan menjadi ujung tombak kegiatan perlindungan hutan. Untuk
jabatan Calon Fungsional Tertentu (Calon PEH, Calon Polhut, Calon Penyuluh, Calon Analisis
Kepegawaian, Calon Statistisi, Calon Arsiparis, dan Calon Pranata Komputer) masih termasuk
dalam golongan jabatan Fungsional Umum, karena Surat Keputusan (SK) Fungsional
Tertentu belum terbit, sehingga dalam aplikasi SIMPEG belum bisa dimasukkan ke dalam
jabatan Fungsional Tertentu. Gambaran selengkapnya komposisi pegawai lingkup Ditjen
KSDAE berdasarkan jabatannya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2017

No Jabatan Jumlah %
1 Struktural 584 8,55
2 | Fungsional Umum 2.886 42,26
3 | Analis Kepegawaian 6 0,09
4 Arsiparis 5 0,07
5 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 22 0,32
6 Pengendali Ekosistem Hutan 1.037 15,19
7 Penyuluh Kehutanan 235 3,44
8 Perencana 3 0,04
9 Polisi Kehutanan 2.036 29,81
10 | Pranata Komputer 15 0,22

Jumlah 6.829 100,00

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditien KSDAE, 2017

Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan
Jabatan Tahun 2017
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Gambar 4. Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun
2017
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Dilihat dari komposisi umur, komposisi tertinggi jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE
adalah pada umur 51 - 56 tahun sejumlah 1.375 orang (20,13%). Sedangkan komposisi
terendah ada pada umur 21 - 26 tahun sejumlah 59 orang (0,89%). Berdasarkan komposisi
umur, kepegawaian lingkup Ditien KSDAE disajikan sebagaimana tabel dan gambar berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2017

Satker 2 56 <60 251<56 | 246<51 241<46 236<41 231<36 226<31 221<26 Jumlah
Pusat 46 109 33 56 57 69 17 2 389
UPT 455 1.266 754 1171 1.071 1.301 363 59 6.440
Jumlah 501 1.375 787 1.227 1.128 1.370 380 61 6.829

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditien KSDAE, 2017

Sebaran pegawai Ditjen KSDAE berdasarkan umur disajikan dalam Gambar 5.

Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE
Berdasarkan Umur Tahun 2017

>=21<26 M 0,89

>=26<31 I 556

>=31<36 I 20,06
>=36<41 I 16,52
>=41<46 I 17,97
>=46<51 I 11,52

>=51<56 I 20,13
>=56<60 I 7,34

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Gambar 5. Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2017

3. Sarana dan Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE Tahun
2017 sebesar Rp. 3.000.549.099.502,-. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal KSDAE
tahun 2017 terdiri atas :

a. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode
akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian
atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap
berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan,
irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap Direktorat Jenderal KSDAE tahun
2017 sebesar Rp. 2.957.734.062.897 ,-.

. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya
satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal
KSDAE tahun 2017 adalah sebesar Rp. 15.678.093.765,-.
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c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap
dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain
dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE
tahun 2017 adalah sebesar Rp. 27.136.942.840,-.

Nilai aset yang dikelola Ditjien KSDAE selama tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Aset Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017

Tahun | Aset Tetap (Rp.) | Aset Lancar (Rp.) | Aset Lainnya (Rp.) Jumlah (Rp.)
2013 | 1.572.956.197.178 23.364.689.829 15.882.519.783 1.612.203.406.790
2014 | 1.595.824.750.913 14.781.005.558 24.320.165.935 1.634.925.922.406
2015 | 1.554.477.806.458 17.111.488.820 23.906.911.590 1.595.496.206.868
2016 | 1.465.333.359.230 16.987.316.802 27.602.113.380 1.509.922.789.412
2017 | 2.957.734.062.897 15.678.093.765 27.136.942.840 3.000.549.099.502

Sumber : Setditien KSDAE, 2017

Perbandingan Jumlah Aset Ditjen KSDAE Tahun

3.500.000.000.000
3.000.000.000.000
2.500.000.000.000
2.000.000.000.000
1.500.000.000.000

1.000.000.000.000

500.000.000.000

2013-2017

— /

2013 2014

2015 2016

2017

Gambar 6. Perbandingan Jumlah Aset Ditjen KSDAE Tahun 2013-2017

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017 jumlah aset Ditien KSDAE mengalami
peningkatan yang cukup signifikan, yaitu meningkat sebesar 98,72% dibandingkan dengan
aset tahun 2016. Hal ini karena pada tahun 2017 dilaksanakan proses revaluasi (penilaian
kembali) terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan, yang dilakukan oleh Kementerian
Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara, dengan berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor: 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
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Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, efektif, dan efisien,
Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 senantiasa berpedoman pada dokumen perencanaan yang
meliputi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 dan Perjanjian
Kinerja Direktur Jenderal Tahun 2017.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan
Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat
Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 disusun sebagai dasar
acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE untuk pencapaian visi
dan misi serta tujuan organisasi selama lima tahun.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh Kementerian
dan/atau Lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan
strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,
dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda
prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana dalam
Gambar 7. Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda ketujuh yaitu mewujudkan kemandririan
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang menjadi amanat bagi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari pandangan, harapan dan
permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan
pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang
dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman,
serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan
bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peran utama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Menjaga kualitas
LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS,
keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan
untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan
menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas
lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan
sumberdaya.
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1

Menghadirkan kembali
negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan
mberikan rasa al

9

Memperteguh
kebhinekaan dan

memperkuat restorasi

Memperkuat kehadiran
negara dalam
melakukan reformasi
sistem dan penegakan

Gambar 7. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”

Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara
hukum;

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional; serta

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

~ o oo

Untuk memastikan manifestasi dari peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam pembangunan nasional, dirumuskan sasaran strategis yang menjadi panduan dan
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pendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dimaksud, yaitu :

a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air
dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada
pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari
besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;

b. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk
meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator
kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit
yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk
tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; serta

c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA
sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan
indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan
agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan,
peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang
dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara ekplisit
dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan,
pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan
kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin
dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya
peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan
keseimbangan, sebagaimana Gambar 8. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh
Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara
dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah
Mendukung upaya peningkatan kesejahteraaan dan mutu kehidupan manusia.

~ -

P UNTUK MEWUJUDKAN;
KELESTARIAN SDA HAYATI SERTA
KESEIMBANGAN EKOSISTEMNYA

PERLINDUNGAN, PENGAWETAN

DAN PEMANFAATAN;

EKOSISTEM, SPESIES DAN

GENETIK

(Asas: Serasi dan Seimbana)

Gambar 8. Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE
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Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi
pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi
upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dari tiga sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat
Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, vyaitu : (1)
Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta
keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan
besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa
lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran
dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan
peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan
populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.

Sehingga, sasaran program Ditjen KSDAE dirumuskan sebagai berikut :

a. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman
hayati;

b. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan
konservasi dan keanekaragaman hayati.

. Program dan Kegiatan Ditjen KSDAE

Direktorat Jenderal KSDAE menjadi penanggung jawab pelaksanaan Program Konservasi
Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan
penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Upaya pencapaian sasaran
Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja
programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu :

1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;

2) Pengelolaan Kawasan Konservasi;

3) Konservasi Spesies dan Genetik;

4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;

5) Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial;

6) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;

7) Pengelolaan Taman Nasional;

8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Ditien KSDAE Tahun 2015-2019, telah ditetapkan
Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut.
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Tabel 7. Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019

Program Tujuan Sasaran (Outcome Impact (Dampak) Indikator Kinerja
atau Hasil Yang Program
diinginkan)
Konservasi Mendukung Peningkatan Memanfaatkan 1. Nilai indeks efektivitas
Sumberdaya upaya efektivitas potensi pengelolaan kawasan
Alam dan peningkatan pengelolaan hutan sumberdaya hutan konservasi minimal
Ekosistem kesejahteraaan konservasi dan dan lingkungan 70% (kategori baik)

dan mutu
kehidupan
manusia

upaya konservasi
keanekaragaman
hayati

Peningkatan
penerimaan devisa
dan PNBP dari
pemanfaatan jasa
lingkungan kawasan
konservasi dan
keanekaragaman
hayati

hutan secara
lestari untuk
meningkatkan
ekonomi dan
kesejahteraan
masyarakat yang
berkeadilan
Melestarikan
keseimbangan
ekosistem dan
keanekaragaman
hayati serta
keberadaaan SDA
sebagai sistem
penyangga
kehidupan untuk
mendukung
pembangunan
berkelanjutan

pada minimal 260 unit
dari 521 unit KK di
seluruh Indonesia
(27,21 juta hektar)

. Jumlah KPHK non

taman nasional yang
terbentuk dan
beroperasi sebanyak
100 Unit

. Persentase

peningkatan populasi
25 jenis satwa
terancam punah
prioritas (sesuai The
IUCN Red List of
Threatened Species)
sebesar 10% dari
baseline data tahun
2013

. Nilai ekspor

pemanfaatan satwa
liar dan tumbuhan
alam serta
bioprospecting
sebesar Rp 25 Triliun

. Jumlah kunjungan

wisata ke kawasan
konservasi minimal
sebanyak 1,5 juta
orang wisatawan
mancanegara

. Jumlah kunjungan

wisata ke kawasan
konservasi minimal
sebanyak 20 juta
orang wisatawan
nusantara

. Jumlah kunjungan

wisata ke kawasan
konservasi minimal
sebanyak 20 juta
orang wisatawan
nusantara

. Jumlah kawasan

ekosistem esensial
yang terbentuk dan
dioptimalkan
pengelolaannya
sebanyak 48 unit

. Jumlah ketersediaan

paket data dan
informasi
keanekaragaman
hayati yang
berkualitas di 7
wilayah biogeografi
(Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua)
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B. TARGET JANGKA MENENGAH
Tahapan pencapaian IKP selama tahun 2015-2019 dari Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem diuraikan sebagai berikut.

Tabel 8. IKP dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun
2015-2019

No. Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Sasaran 1: Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman

hayati

1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi 50 100 150 200 260
minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit
KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)

2. Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan 20 100 100 100 100
beroperasi sebanyak 100 Unit

3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam 2 4 6 8 10
punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened
Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013

4. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan 13 26 39 43 48
dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit

5. | Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman 7 7 7 7 7

hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua)

Sasaran 2 : Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan
konservasi dan keanekaragaman hayati

6. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta 5 10 15 20 25
bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun

7. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal 0,25 | 0,50 | 0,80 1,25 15
sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara

8. | Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal 3,50 | 7,50 | 11,50 | 15,50 | 20,00
sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara

9. | Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 25 51 77 103 130

130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit,
pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan
pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 Unit)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Ditien KSDAE dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yang
menggambarkan kegiatan dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah). Masing-
masing kegiatan memiliki target capaian kinerja (indikator kinerja kegiatan), yang menggambarkan
langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target
capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2015-
20109.

Rincian dari proses pencapaian target kinerja kegiatan (komponen) pelaksanaan kinerja secara
indikatif dari Program KSDAE sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Ditien KSDAE tahun
2015-2019 diuraikan dalam Lampiran 1. Komponen atau proses dari tahapan pencapaian target IKK
(keluaran/output), yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dibedakan antara proses yang
dilaksanakan oleh satuan kerja di tingkat pusat dengan satuan kerja tingkat UPT. Proses yang
dilaksanakan di tingkat pusat merupakan jabaran dari level operasional tugas dan fungsi satuan kerja
di tingkat pusat, sedangkan proses yang dilaksanakan oleh UPT merupakan jabaran dari level teknis
operasional di tingkat tapak.

Untuk keseragaman proses dari tahapan pencapaian target IKK di seluruh satuan kerja lingkup
Direktorat Jenderal KSDAE, maka komponen dari setiap IKK telah diupayakan untuk distandarkan.
Adapun dalam pelaksanaannya, komponen dimaksud bersifat opsional di setiap satuan kerja,
mengingat adanya kondisi-kondisi yang spesifik di masing-masing satuan kerja di seluruh Indonesia.
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Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem diperlukan pedoman pelaksanaan pencapaian target kinerja sebagai penjelasan lebih lanjut
atas Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal
KSDAE Nomor:; P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

C. TARGET TAHUNAN

1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

a. RencanaKerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja (performance) dan akuntabilitas (accountability)
penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE pada seluruh Satker, Ditien KSDAE
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana dan target kinerja yang hendak dicapai
dalam satu tahun. Renja Ditien KSDAE Tahun 2017 telah disusun sebagai Suplemen Rencana
Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal
KSDAE Nomor: P.4/KSDAE/Set/Ren.0/9/2016 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal
KSDAE Tahun 2017. Matrik Renja Ditjen KSDAE tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017

konservasi spesies dan
sumberdaya genetik

melakukan peredaran satwa liar
dan tumbuhan alam ke luar negeri
sebanyak 50 unit

No. Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Alokasi (Juta
Kegiatan Program/Kegiatan Kinerja Rupiah)
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 1.980.941,00
1 Konservasi Spesies dan Genetik 13.500,00
Meningkatnya TSL dan Nilai ekspor TSL dan 5,3 Trilyun 1.500,00
Bioprospecting Bioprospecting
Mewujudkan keamanan hayati, | Jumlah hasil assesment Aman 4 Produk 1.200,00
keamanan pangan, dan/atau Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa
pakan PRG bagi Rekayasa Genetik Genetika
kesejahteraan rakyat (PRG)
berdasarkan prinsip kesehatan
serta pengelolaan sumberdaya
hayati dan perlindungan
konsumen dari perdagangan
internasional yang tidak adil
Mengimplementasikan Jumlah Prior Informed Consent 4 Prior 1.600,00
ketentuan dalam Protokol (PIC) pemanfaatan sumberdaya Informed
Nagoya dalam rangka genetik yang diterbitkan sebanyak Consent (PIC)
memfasilitasi akses dan 10 PIC
menjamin pembagian
keuntungan yang adil dan
seimbang.
Peningkatan kertas posisi Jumlah kertas posisi Indonesia di 4 Kerpos 800
Indonesia dalam Pertemuan Perundingan Perdagangan
Konvensi Internasional bidang Internasional berbasis
perundingan perdagangan Keanekaragaman Hayati
internasional berbasis
keanekargaman hayati
Meningkatnya populasi Persentase peningkatan populasi 2% 1.700,00
keanekaragaman hayati di 25 jenis satwa terancam punah
kawasan konservasi prioritas sesuai The IUCN Red List
of Threatened Species sebesar
10% dari baseline data tahun
2013
Meningkatnya populasi Jumlah penambahan jenis satwa 2 spesies 700
keanekaragaman hayati pada liar yang melakukan peredaran
lembaga konservasi satwa liar dan tumbuhan alam
yang dikembangkan pada
lembaga konservasi sebanyak 10
spesies dari baseline tahun 2013
Terjaminnya efektivitas upaya Jumlah sertifikasi penangkar yang 10 unit 1.600,00
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No. Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Alokasi (Juta
Kegiatan Program/Kegiatan Kinerja Rupiah)
Meningkatnya PNBP dari hasil | Besara PNBP dari hasil Rp. 10 M 500
pemanfaatan TSL pemanfaatan satwa liar dan
tumbuhan alam sebesar Rp. 50 M
Tersedianya data dan Jumlah ketersediaan data dan 7 wilayah 1.700,00
informasi sebarab informasi sebaran biogeografi
keanekaragaman spesies dan keanekaragaman spesies dan
genetik genetik yang valid dan reliable
pada 7 wilayah biogeografi
Tersedianya sistem basis data | Jumlah sistem basis data balai 1 unit 600
balai Kliring nasional kliring akses dan pembagian
keuntungan pemanfaatan
sumberdaya genetik ditingkat
nasional yang terbentuk dan
beroperasi
Tercapai dan beroperasinya Jumlah pusat pengembangbiakan 6 unit 1.600,00
Suaka Satwa (Sanctuary) dan suaka satwa (sanctuary)
species terancam punah spcies terancam punah yang
prioritas sebagai daya tarik terbangun sebanyak 50 unit
wisata
2 Pengelolaan Kawasan Konservasi 9.500,00
Terbentuknya dokumen Jumlah dokumen perencanaan 30 dokumen 1.300,00
perencanaan pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi RP
kawasan konservasi di Pesisir di pesisir dan laut
dan Laut
Terjaminnya efektivitas Jumlah kawasan konservasi yang 30 unit 1.700,00
pengelolaan kawasan ditingkatkan efektivitas
konservasi non taman nasional | pengelolaannya hingga
di pesisir dan laut di tingkat memperoleh nilai indeks METT
tapak serta keanekaragaman minimal 70% pada minimal 260
hayati unit KSA, KPA dan TB di seluruh
Indonesia
Terpulihkannnya kawasan Luas kawasan konservasi 20.000ha 1.600,00
konservasi yang terdegradasi terdegradasi yang dipulihkan
kondisi ekosistemnya seluas
100.000 Ha
Terciptanya usaha ekonomi Jumlah desa di daerah penyangga 77 desa 1.000,00
produktif di desa sekitar kawasan konservasi yang dibina
kawasan konservasi sebanyak 77 Desa
Meningkatnya akses Luas Kawasan Hutan Konservasi 20.000 ha 1.200,00
masyarakat dalam pada zona tradisional yang
pemanfaatan potensi kawasan dikelola melalui kemitraan dengan
TN masyarakat
Beroperasinya KPHK pada Jumlah KPHK pada kawasan 20 unit 1.100,00
kawasan konservasi konservasi non taman nasional
yang beroperasi sebanyak 100
Unit KPHK
Menurunnya gangguan pada Jumlah pelaksanaan kegiatan 34 provinsi 1.600,00
kawasan konservasi perlindungan dan pengamanan
kawasan konservasi di 34 Provinsi
3 Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 10.000,00
Terintegrasinya zonasi/ blok Jumlah data spasial zonasi/ blok 551 Kawasan 1.900,00
pengelolaan kawasan pengelolaan kawasan konservasi Konservasi di
konservasi ke dalam Peta RBI yang terverifikasi dan terintegrasi 34 Provinsi
Skala 1:50.000 (One Map ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000
Policy) sebagai dasar (One Map Policy) sebagai dasar
pengelolaan KK untuk pengelolaan KK untuk
peningkatan kesejahteraan peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa/adat masyarakat desa/adat
Terbentuknya rekomendasi Jumlah rekomendasi hasil 110 unit 1.500,00
hasil evaluasi fungsi kawasan evaluasi kesesuaian fungsi
konservasi kawasan konservasi untuk 521
unit KSA, KPA dan TB di seluruh
Indonesia
Tersedianya data dan Jumlah paket data dan informasi 521 paket 2.200,00
informasi kawasan konservasi kawasan konservasi yang valid data
yang valid dan reliable dan reliable pada 521 unit KSA,
KPA dan TB di seluruh Indonesia
Terwujudnya kerajasama Jumlah kerjasama pembangunan 20 PKS 800
pembangunan dan penguatan strategis dan kerjasama
pada kawasan konservasi penguatan fungsi pada kawasan
konservasi sebanyak 100 PKS
Tersedianya dokumen Jumlah dokumen perencanaan 30 Dokumen 1.400,00
perencanaan penataan penataan kawasan konservasi
kawasan konservasi yang yang tersusun dan mendapat
tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150
pengesahan dokumen Zonasi dan/atau Blok
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konservasi non taman nasional

No. Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Alokasi (Juta
Kegiatan Program/Kegiatan Kinerja Rupiah)
Terbentuk dan ditetapkannya Jumlah KPHK pada kawasan 80 Unit 2.200,00
100 unit KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional
konservasi yang terbentuk sebanyak 100 Unit
KPHK
4 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 11.500,00
Meningkatnya jumlah Jumlah kunjungan wisatawan 2,500,000 3.200,00
kunjungan wisata ke kawasan Manca Negara dan Domestik orang
konservasi non taman nasional
dan taman nasional
Meningkatnya kontribusi Jumlah pemanfaatan energi air 1.500 Kwatt 1.500,00
kawasan konservasi dalam dari kawasan konservasi untuk
penyediaan energi berbasis air | keperluan mini/micro hydro power
(mini/mikro hidro) plant bertambah sebanyak
minimal 50 unit
Meningkatnya kontribusi Jumlah kemitraan pemanfaatan 5 Unit 1.700,00
Kawasan Konservasi non jasa lingkungan panas bumi yang
Taman Nasional dalam beroperasi di kawasan konservasi
penyediaan energi berbasis sebanyak minimal 5 unit
panas bumi
Tersedianya unit usaha dalam Jumlah unit usaha pemanfaatan 20 Unit 1.600,00
pemanfaatan pariwisata alam pariwisata alam di kawasan
di KK konservasi bertambah sebanyak
100 unit dari baseline tahun 2013
Tersedianya unit usaha dalam Jumlah pemanfaatan jasa 5 unit 900
pemanfaatan jasa lingkungan lingkungan air yang beroperasi
air di KK kawasan konservasi minimal 25
unit
Registrasi atau sertifikasi Jumlah registrasi atau sertifikasi 2 KK 2.600,00
Verified Carbon Standard Verified Carbon Standard (VCS)
(VCS) atau Climate, atau Climate, Community and
Community and Biodiversity Biodiversity Alliance (CCBA)
Alliance (CCBA) REDD+ REDD+ pada 2 unit KK
5 Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 6.500,00
Terbentuknya dan Jumlah kawasan mangrove yang 6 kawasan 4.600
berfungsinya forum dikelola sebagai kawasan mangrove di 2
kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial Ekoregion
ekosistem esensial (Sumatera
dan Jawa)
Jumlah KEE yang memiliki 13 KEE 200
lembaga yang difasilitasi
pembentukannya sebanyak 48
KEE
Tersedianya paket data dan Jumlah paket data dan informasi 14 paket data 150
informasi kawasan ekosistem kawasan ekosistem esensial yang
esensial tersedia sebanyak 48 paket data
Terbentuknya rencana aksi Jumlah rencana aksi 14 Dokumen 300
pengembangan pengelolaan pengembangan pengelolaan
kawasan ekosistem esensial kawasan ekosistem esensial yang
disusun/direview sebanyak 48
dokumen
Terbentuknya kawasan Jumlah kawasan ekosistem karst 2 kawasan 150
ekosistem karst yang yang ditetapkan penataan
ditetapkan pengelolaannya pengelolaannya pada 6 kawasan
Tersedianya koleksi spesies Jumlah koleksi spesies 60 spesies 100
lokal/ endemik/ langka/ lokal/endemik/langka/terancam
terancam punah yang punah yang diupayakan
diupayakan konservasi konservasinya di 30 unit taman
kehati sebanyak 300 spesies
6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi 61.900,00
Sumberdaya Alam dan Ekosistem
Terwujudnya reformasi dan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal 77,5 61.900,00
tata kelola kepemerintahan KSDAE tahun 2017 minimal 77,5
yang baik dalam rangka poin
mendukung pencapaian
prioritas Nasional
7 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 839.849,00
Meningkatnya jumlah Jumlah kunjungan wisatawan 1.000.000 18.000,00
kunjungan wisata ke kawasan Manca Negara dan Domestik orang
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No. Program/
Kegiatan

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Alokasi (Juta
Program/Kegiatan Kinerja Rupiah)
?erbangun dan beroperasinya Jumlah sanctuary yang terbangun 6 unit 30.000,00
Suaka satwa (Sanctuary) dan beroperasi di kawasan
spesies terancam punah konservasi non taman nasional
prioritas sebagai daya tarik untuk menjadi objek wisata
wisata di KK non TN
Tersusunnya desain tapak Jumlah desain tapak untuk 10 Kawasan 5.000,00
untuk pembangunan sarpras pembangunan sarpras wisata Konservasi
wisata alam di kawasan alam di kawasan konservasi non
konservasi non taman nasional | taman nasional
Keanekaragaman hayati di Luas hutan di kawasan konservasi Maksimum 30.000,00
dalam kawasan konservasi non taman nasional yang terbakar 10.908 Ha
non taman nasional dapat maksimal 10.908 Ha (menurun
dilindungi dari gangguan sebesar 10% dari batas toleransi
kebakaran hutan maksimum tahun 2015 seluas
12.120 Ha)
Pembangunan jalan akses Panjang jalan akses wisata dalam 125 km 12.500,00
wisata dalam kawasan TWA kawasan TWA
Pemenuhan sarpras wisata Jumlah sarana prasarana 10 paket 46.000,00
alam yang layak dan memadai pariwisata alam (shelter, visitor (dibreakdown
di TWA center, track, maket, canopy per paket)
bridge, MCK,tempat pengolahan
sampah, pondok pemandu dll) di
kawasan konservasi yang
termasuk dalam objek wisata
prioritas nasional
Meningkatnya kesiapan dan Jumlah unit kawasan konservasi 18 Unit 18.480,00
kualitas pelayanan wisata alam | non taman nasional yang siap Kawasan
bahari pada kawasan dikunjungi dengan sarana Konservasi
konservasi laut non taman prasarana yang layak sebagai
nasional objek dan daya tarik wisata alam
bahari yang berkualitas
Terjaminnya efektivitas Jumlah kawasan konservasi laut 10 unit 5.000,00
pengelolaan kawasan dan pesisir (CA Laut, SM Laut dan
konservasi non taman nasional | TWA Laut) yang ditingkatkan
di pesisir dan laut di tingkat efektivitas pengelolaannya hingga
tapak serta keanekaragaman memperoleh nilai indeks METT
hayati minimal 70%
Meningkatnya kontribusi TWA Energi yang dihasilkan dari 500 Kwatt 25.000,00
dalam penyediaan energi mini/mikro hidro dari TWA
berbasis air (mini/mikro hidro)
Terbentuk dan beroperasinya Jumlah KPHK pada kawasan 35 unit 225
KPHK non taman nasional di konservasi laut dan pesisir
pesisir dan laut terbentuk dan beroperasi
Meningkatnya populasi Peningkatan populasi penyu, dan 2% 915
keanekaragaman hayati di keanekaragaman jenis ikan di
kawasan konservasi non kawasan konservasi non taman
taman nasional pesisir dan laut | nasional pesisir dan laut
Meningkatnya kontribusi Jumlah kemitraan pemanfaatan 5 Unit 5.444,00
Kawasan Konservasi non jasa lingkungan panas bumi yang
Taman Nasional dalam beroperasi di Kawasan Konservasi
penyediaan energi berbasis non Taman Nasional
panas bumi
Tersedianya arahan Jumlah penataan blok 413 Kawasan 8.776,00
pengelolaan/ pemanfaatan pengelolaan kawasan konservasi Konservasi
ruang di dalam kawasan non TN sebagai informasi bagi Non- Taman
konservasi non TN (blok masyarakat desa/adat dalam Nasional
pengelolaan) sebagai pemanfaatan SDA, pengelolaan
informasi bagi masyarakat lingkungan hidup dan penerapan
desa/adat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
SDA, pengelolaan lingkungan
hidup dan penerapan teknologi
tepat guna
Terciptanya usaha ekonomi Jumlah desa di daerah penyangga 27 desa 29.600,00
produktif di desa sekitar kawasan konservasi non TN yang
kawasan konservasi non TN memiliki usaha ekonomi produktif
Menurunnya gangguan pada Prosentase gangguan pada Maksimum 37.500,00

kawasan konservasi non
taman nasional

kawasan konservasi non taman
nasional berkurang sebesar 15%
per tahun dari baseline data tahun
2014 sebanyak 149 kejadian

125 kejadian
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No. Program/
Kegiatan

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Alokasi (Juta
Program/Kegiatan Kinerja Rupiah)
?erbemuknya Masyarakat Jumlah Masyarakat Mitra Polhut 26 unit 2.000
Mitra Polhut (MMP), Tenaga (MMP), Tenaga Pengamanan
Pengamanan Hutan Lainnya Hutan Lainnya (TPHL) dan
(TPHL) dan penggiat penggiat lingkungan lainnya
lingkungan lainnya
Meningkatnya TSL dan Jumlah unit penangkar yang 30 unit 3.000,00
Bioprospecting melakukan peredaran satwa liar
dan tumbuhan ke Luar Negeri
bersertifikat
Tersedianya bahan baku untuk | Produksi hasil penangkaran TSL 6004500 11.000,00
industri berbasis tumbuhan dari kelas: a) Anthozoa 2.500.000 ekor/pcs
dan satwa liar pcs; b) Mamalia 4500 ekor; c)
(TSL)/bioresources Herpetofauna 3.500.000 ekor
Produksi hasil pemanfaatan TSL 6004500 13.200,00
dari alam, kelas: a) Mamalia 5.030 ekor/pcs
ekor; b) Reptil 1.848.916 ekor ; c)
Amphibia 83.839.375 ekor; d)
Burung 7.695 ekor ; e) Arthropoda
70.435 ekor; f) Anthozoa
1.979.750 pcs; g) Pisces 10.000
ekor; h) Tumbuhan 975.103 pcs
Meningkatnya populasi Persentase peningkatan populasi 5.000
keanekaragaman hayati di 25 jenis satwa terancam punah
kawasan konservasi prioritas sesuai The IUCN Red List
of Threatened Species sebesar
10% dari baseline data tahun
2013
Meningkatnya populasi Jumlah penambahan jenis satwa 1.500
keanekaragaman hayati pada liar dan tumbuhan alam yang
lembaga konservasi dikembangbiakkan pada lembaga
konservasi sebanyak 10 spesies
dari baseline tahun 2013
Tersedianya dokumen Jumlah dokumen perencanaan 30 Dokumen 300
perencanaan penataan penataan kawasan konservasi
kawasan konservasi yang yang tersusun dan mendapat
tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150
pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok
Terbentuknya rekomendasi Jumlah rekomendasi hasil 100 Unit 240
hasil evaluasi fungsi kawasan evaluasi kesesuaian fungsi
konservasi kawasan konservasi untuk 521
unit KSA, KPA dan TB di seluruh
Indonesia
Tersedianya data dan Jumlah paket data dan informasi 521 Paket 160
informasi kawasan konservasi kawasan konservasi yang valid Data
yang valid dan reliable dan reliable pada 521 KSA, KPA
dan TB di seluruh Indonesia
Terbentuknya 100 unit KPHK Jumlah KPHK pada kawasan 80 Unit 0
pada kawasan konservasi konservasi non taman nasional
yang terbentuk sebanyak 100 Unit
KPHK
Terwujudnya kerjasama Jumlah kerjasama pembangunan 20 PKS 150
pembangunan dan penguatan strategis dan kerjasama
pada kawasan konservasi penguatan fungsi pada kawasan
konservasi sebanyak 100 PKS
Terpulihkannya kawasan Luas kawasan konservasi 1.000 Ha 10.200
konservasi yang terdegradasi terdegradasi yang dipulihkan
kondisi ekosistemnya seluas
100.000 Ha
Terbentuknya dokumen Jumlah dokumen perencanaan 30 Dokumen 1.500
perencanaan pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi
kawasan konservasi yang yang tersusun dan mendapat
tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150
pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan
dokumen RP
Meningkatnya PNBP dari hasil Besaran PNBP dari hasil Rp10M 1.000
pemanfaatan TSL pemanfaatan satwa liar dan
tumbuhan alam sebesar Rp 50 M
Tersedianya data dan Jumlah ketersediaan data dan 7 Paket Data 500
informasi sebaran informasi sebaran
keanekaragaman spesies dan keanekaragaman spesies dan
genetik genetik yang valid dan reliable
pada 7 wilayah biogeografi
Tersedianya unit usaha dalam Jumlah unit usaha pemanfaatan 20 unit 1.200

pemanfaatan pariwisata alam
di KK

pariwisata alam di kawasan
konservasi bertambah sebanyak
100 Unit dari baseline tahun 2013
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Taman Nasional dalam
penyediaan energi berbasis
panas bumi

jasa lingkungan panas bumi yang
beroperasi di Taman Nasional

No. Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Alokasi (Juta
Kegiatan Program/Kegiatan Kinerja Rupiah)
?ersedianya unit usaha dalam Jumlah pemanfaatan jasa 5 unit 1.000
pemanfaatan jasa lingkungan lingkungan air yang beroperasi di
air di KK kawasan konservasi bertambah
sebanyak 25 Unit
Terbentuknya Kader Jumlah Kader Konservasi (KK), 1.200 Orang 600
Konservasi (KK), Kelompok Kelompok Pecinta Alam (KPA),
Pecinta Alam (KPA), Kelompok | Kelompok Swadaya Masyarakat/
Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang
Kelompok Profesi (KSM/KP) berstatus aktif sebanyak 6.000
yang berstatus aktif Orang
Terbentuk dan beroperasinya Jumlah KPHK pada kawasan 35 105.000
KPHK non taman nasional di konservasi laut dan pesisir
pesisir dan laut (Renja terbentuk dan beroperasi
Aplikasi)
Terbentuknya dan Jumlah kawasan mangrove yang 6 unit 400
berfungsinya forum dikelola sebagai kawasan
kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial
ekosistem esensial
Terwujudnya reformasi dan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal 77,5 409.459
tata kelola kepemerintahan KSDAE tahun 2017 minimal 77.5
yang baik dalam rangka poin
mendukung pencapaian
Prioritas Nasional
8 Pengelolaan Taman Nasional 1.028.192,00
Meningkatnya jumlah Jumlah kunjungan wisatawan 1.500.000 147.000,00
kunjungan wisata ke kawasan Manca Negara dan Domestik orang
taman nasional
Terbangun dan beroperasinya Jumlah sanctuary yang terbangun 6 unit 30.000,00
Suaka satwa (Sanctuary) dan beroperasi di taman nasional
spesies terancam punah untuk menjadi objek wisata
prioritas sebagai daya tarik
wisata di TN
Tersusunnya desain tapak Jumlah desain tapak untuk 14 TN 7.000,00
untuk pembangunan sarpras pembangunan sarpras wisata
wisata alam di taman nasional alam di taman nasional
Keanekaragaman hayati di Luas hutan di taman nasional Maksimum 48.000,00
dalam taman nasional dapat yang terbakar maksimal 39.524 39.524 Ha
dilindungi dari gangguan Ha (menurun sebesar 10% dari
kebakaran hutan batas toleransi maksimum tahun
2015 seluas 43.915 Ha)
Pembangunan jalan akses Panjang jalan akses wisata dalam 165.8 km 16.580,00
wisata dalam kawasan Taman kawasan TN
Nasional
Pemenuhan sarpras wisata Jumlah sarana prasarana 4 paket (TN 47.600,00
alam yang layak dan memadai pariwisata alam (shelter, visitor Komodo, TN
di TN Prioritas Nasional center, track, maket, canopy Wakatobi, TN
destinasi wisata bridge dll) di taman nasional yang Kep. Seribu,
termasuk dalam objek wisata TN. Bromo
prioritas nasional destinasi wisata Tengger
Semeru)
Meningkatnya kontribusi Energi yang dihasilkan dari 1000 Kwatt 12.500,00
Taman Nasional dalam mini/mikro hidro dari Taman
penyediaan energi berbasis air | Nasional
(mini/mikro hidro)
Meningkatnya kesiapan dan Jumlah unit kawasan taman 15 Unit 17.989,00
kualitas pelayanan wisata alam | nasional yang siap dikunjungi
bahari pada kawasan taman dengan sarana prasarana yang
nasional laut layak sebagai objek dan daya tarik
wisata alam bahari yang
berkualitas
Terjaminnya efektivitas Jumlah taman nasional laut dan 20 Taman 15.000,00
pengelolaan taman nasional di pesisir yang memperoleh nilai Nasional
pesisir dan laut di tingkat tapak | indeks METT minimal 70%
serta keanekaragaman hayati
Meningkatnya populasi Peningkatan populasi penyu sisik, 2% 35.000,00
keanekaragaman hayati di penyu belimbing dan
taman nasional pesisir dan laut | keanekaragaman jenis ikan di
wilayah laut dan pesisir
Meningkatnya kontribusi Jumlah kemitraan pemanfaatan 5 Unit 3.323,00
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No. Program/
Kegiatan

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Alokasi (Juta
Program/Kegiatan Kinerja Rupiah)
?erciptanya usaha ekonomi Jumlah desa di daerah penyangga 51 desa 46.100,00
produktif di desa sekitar TN TN yang memiliki usaha ekonomi
produktif
Meningkatnya akses Luas zona tradisional pada taman 250.000 ha 33.500,00
masyarakat dalam nasional yang dikelola melalui (47 desa)
pemanfaatan potensi kawasan kemitraan dengan masyarakat
TN
Tersedianya arahan Jumlah penataan zonasi 3TN 3.100,00
pengelolaan/ pemanfaatan pengelolaan kawasan taman
ruang di dalam kawasan nasional sebagai informasi bagi
konservasi TN (zonasi) masyarakat desa/adat dalam
sebagai informasi bagi pemanfaatan SDA, pengelolaan
masyarakat desa/adat dalam lingkungan hidup dan penerapan
pemanfaatan SDA, teknologi tepat guna
pengelolaan lingkungan hidup
dan penerapan teknologi tepat
guna
Menurunnya gangguan pada Persentase gangguan pada Maksimum 90.000,00
kawasan taman nasional kawasan taman nasional 124 kejadian
berkurang sebesar 15% per tahun
dari baseline data tahun 2014
sebanyak 142 kejadian
Terbentuknya Masyarakat Jumlah Masyarakat Mitra Polhut 51 unit 5.000
Mitra Polhut (MMP), Tenaga (MMP), Tenaga Pengamanan
Pengamanan Hutan Lainnya Hutan Lainnya (TPHL) dan
(TPHL) dan penggiat penggiat lingkungan lainnya
lingkungan lainnya
Terpulihkannya kawasan Luas kawasan konservasi 1.000 Ha 10.100
konservasi yang terdegradasi terdegradasi yang dipulihkan
kondisi ekosistemnya seluas
100.000 Ha
Tersedianya dokumen Jumlah dokumen perencanaan 10 Dokumen 200
perencanaan penataan penataan kawasan konservasi
kawasan konservasi yang yang tersusun dan mendapat
tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150
pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok
Terbentuknya rekomendasi Jumlah rekomendasi hasil 10 unit 250
hasil evaluasi fungsi kawasan evaluasi kesesuaian fungsi
konservasi kawasan konservasi untuk 50 unit
taman nasional di seluruh
Indonesia
Tersedianya data dan Jumlah paket data dan informasi 50 Paket Data 500
informasi kawasan konservasi kawasan konservasi yang valid
yang valid dan reliable dan reliable pada 50 unit taman
nasional di seluruh Indonesia
Terwujudnya kerjasama Jumlah kerjasama pembangunan 20 PKS 200
pembangunan dan penguatan strategis dan kerjasama
pada kawasan konservasi penguatan fungsi pada kawasan
konservasi sebanyak 100 PKS
Terbentuknya dokumen Jumlah dokumen perencanaan 10 Dokumen 300
perencanaan pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi
kawasan konservasi yang yang tersusun dan mendapat
tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50
pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan
dokumen RP
Meningkatnya populasi Persentase peningkatan populasi 2% 2.000
keanekaragaman hayati di 25 jenis satwa terancam punah
kawasan konservasi prioritas sesuai The IUCN Red List
of Threatened Species sebesar
10% dari baseline data tahun
2013
Tersedianya data dan Jumlah ketersediaan data dan 7 Paket Data 700
informasi sebaran informasi sebaran
keanekaragaman spesies dan keanekaragaman spesies dan
genetik genetik yang valid dan reliable
pada 7 wilayah biogeografi
Tersedianya unit usaha dalam Jumlah unit usaha pemanfaatan 20 Unit 500
pemanfaatan pariwisata alam pariwisata alam di kawasan
di KK konservasi bertambah sebanyak
100 Unit dari baseline tahun 2013
Tersedianya unit usaha dalam Jumlah pemanfaatan jasa 5 Unit 750

pemanfaatan jasa lingkungan
air di KK

lingkungan air yang beroperasi di
kawasan konservasi bertambah
sebanyak 25 Unit
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No. Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Alokasi (Juta
Kegiatan Program/Kegiatan Kinerja Rupiah)
?erbentuknya Kader Jumlah Kader Konservasi (KK), 1.200 Orang 1.200
Konservasi (KK), Kelompok Kelompok Pecinta Alam (KPA),
Pecinta Alam (KPA), Kelompok | Kelompok Swadaya Masyarakat/
Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang
Kelompok Profesi (KSM/KP) berstatus aktif sebanyak 6.000
yang berstatus aktif Orang
Terwujudnya reformasi dan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal 77,5 453.800
tata kelola kepemerintahan KSDAE tahun 2017 minimal 77.5
yang baik dalam rangka poin
mendukung pencapaian
Prioritas Nasional

b. Pembiayaan

Pagu indikatif Ditien KSDAE Tahun 2017 didasarkan pada hasil Pertemuan Tiga Pihak
(Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian
Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan). Sesuai dengan RKP 2017, pagu indikatif
tahun 2017 sebesar Rp. 1.980.940,834.000,-. Indikasi anggaran tersebut merupakan bagian
dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta
pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1)
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan
Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem
Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman
Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal KSDAE.

Pengelokasian anggaran tidak lagi mengacu pada money follow function, tetapi telah
bertransformasi menjadi money follow program yang artinya pengalokasian anggaran lebih
ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu
semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata.
Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem
perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu
pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian
Perencanaan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas
nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional di masing-masing
Satuan Kerja. Sesuai dengan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga diharapkan
pengelolaan kawasan konservasi dapat lebih optimal dibandingkan tahun 2016 dimana
anggaran tahun 2016 banyak mengalami penghematan anggaran sehingga menyulitkan satker
UPT dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas
nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional
tersebut. Untuk tahun 2017, sesuai dengan trilateral meeting pagu indikatif Ditien KSDAE
sebesar Rp. 1.980.940.834.000,- namun dengan kebijakan penghematan anggaran maka
pagunya menjadi Rp. 1.864.623.364.000 dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut.

Tabel 10. Anggaran Per Jenis Belanja Ditjen KSDAE Tahun 2017

No | Jenis Belanja RM PNBP HLN Jumlah %
1 | Belanja Pegawai 717.157.305 - - 717.157.305 | 38
2 | Belanja Operasional 122.591.529 - - 122.591.529 | 7
3 | Belanja Non Ops/Modal 717.442.077 | 259.589.800 | 47.842.653 | 1.024874.530 | 55

Total 1.557.190.911 | 259.589.800 | 47.842.653 | 1.864.623.364 | 100
% Sumber Dana 83 14 3 100
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Gambar 9. Alokasi Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2017

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tahun 2017 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Penerimaan Jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan 2.500.000 orang
Devisa dan PNBP dari domestik ke kawasan konservasi atau Rp. 90,8
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Milyar
Kawasan Konservasi dan Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas 30 unit atau Rp.
Keanekaragaman Hayati bumi, air dan wisata alam yang beroperasi di kawasan 3,7 Milyar
konservasi
Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan Rp. 10 Milyar
tumbuhan alam
Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan Rp. 5,3 Trilyun
alam serta bioprospecting
2 | Meningkatnya Efektivitas Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM, TWA) 17 unit KK
Pengelolaan Hutan Konservasi memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori
dan Upaya Konservasi baik)
Keanekaragaman Hayati Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT 30 unit TN
minimal 70% (kategori baik)
Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa 2%
terancam punabh prioritas sesuai The IUCN Red List of
Threatened Species
Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran 7 paket data
keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan
reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa,
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kebakaran

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
Kalimantan, Sulawesi, Nusa 7enggara, Maluku, dan
Papua)
Luas KEE yang telah terkelola oleh forum kelembagaan 300.000 Ha
pengelolaan ekosistem esensial dalam 13 unit

KEE

Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi 10 unit
Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional 20.000 Ha
yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat
Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman 551 unit KK

Pernyataan PK Ditien KSDAE Tahun 2017 yang telah ditandatangani oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal KSDAE selengkapnya disampaikan dalam
Lampiran 2.
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Reviu Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan

Pada tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016 lingkup Ditjen KSDAE.
Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan
kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Eselon | Ditien KSDAE memperoleh nilai SAKIP sebesar 70,26
dengan kategori BB (sangat baik), yang artinya bahwa Ditjen KSDAE dalam pelaksanaan
manajemen kinerja telah akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja
yang andal. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut.

a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai 21,20;
Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai 19,36;
Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai 12,13;
Evaluasi Internal (10%), dengan nilai 6,97,

® oo o

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), dengan nilai 10,60.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap sleuruh komponen manajemen
kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen KSDAE yang merupakan gabungan dari Sekretariat
Ditjen, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), Direktorat Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK), Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem
Esensial (BPEE), Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), dan Direktorat
Kawasan Konservasi (KK), dengan rincian sebagai berikut.

a. Perencanaan Kinerja (bobot 30%), dengan nilai 21,20 yang terdiri dari:
1) Perencanaan Strategis (bobot 10%) dengan nilai 7,30 yaitu:
a) Pemenuhan Renstra (bobot 2%) dengan nilai 1,80;
b) Kualitas Renstra (bobot 5%) dengan nilai 3,18. Kelemahannya yaitu:

(1) Indikator Kinerja Program (IKP) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator
kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time Based,
dapat diukur, dapat dicapai, relevan, sesuai dengan kurun waktu tertentu),
antara lain:

(a) Peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
(METT).
(b) Peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.
(2) Target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.

¢) Implementasi Renstra (bobot 3%) dengan nilai 2,32. Kelemahannya yaitu Renstra
telah direviu, namun hasil reviu belum ditindaklanjuti dengan revisi Renstra.
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2) Perencanaan Kinerja Tahunan (bobot 20%) dengan nilai 13,90 yaitu:

a) Pemenuhan Perencanan Kinerja Tahunan (bobot 4%) dengan nilai 3,36.
Kelemahannya yaitu:

(1) Dalam Rencana Aksi (RA) belum ada langkah nyata untuk mencapai kinerja
program, antara lain:

(a) Nilai ekspor satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting;
(b) Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi;

(c) Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas
(sesuai The IUCN Red List of Treatened Species);

(d) Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati
yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

(2) IKP dalam Perjanjian Kinerja (PK) belum sepenuhnya SMART.

b) Kualitas Perencanan Kinerja Tahunan (bobot 10%) dengan nilai 6,44.
Kelemahannya vyaitu indikator kinerja dan target kinerja belum sepenuhnya
ditetapkan dengan baik.

¢) Implementasi Perencanan Kinerja Tahunan (bobot 6%) dengan nilai 4,10.

b. Pengukuran Kinerja (bobot 25%) dengan nilai 19,36 yang terdiri dari:

1) Pemenuhan Pengukuran Kinerja (bobot 5%) dengan nilai 4,42. Kelemahannya yaitu
SOP pengukuran kinerja ada, namun belum ada prosedur kemudahan untuk
mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, dan prosedur yang jelas jika terjadi
kesalahan pengukuran data.

2) Kualitas Pengukuran Kinerja (bobot 12,5%) dengan nilai 10,06. Kelemahannya yaitu:

(a) IKP peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah belum relevan dan
realistis karena baseline data yang digunakan adalah data tahun 2013. Pengukuran
prosentase peningkatan populasi diukur per tahun, sedangkan periode pengukuran
peningkatan populasi tidak dpaat dibuat per tahun (berdasarkan hasil rapat
koordinasi dan sosialisasi evaluasi kinerja tanggal 31 Mei s.d. Juni 2016.
Prosentase target 2% tidak dapat dipertanggungjawabkan secara scientific.

(b) Angka peningkatan populasi 25 satwa terancam punah belum mencerminkan
pengukuran yang obyektif, karena:

(1) Angka tersebut diperoleh dari rata-rata prosentase peningkatan/penurunan tiap
spesies dari berbagai site monitoring sedangkan tiap tiap spesies memiliki
metode pengukuran yang berbeda dengan periode pengukuran yang berbeda
juga.

(2) Periode yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah periode satu tahun
yang pasti berakhir di akhir tahun sehingga periode pengukuran populasi tiap
spesies dipaksakan meenggunakan priode sebagaimana dipakai dalam
pengukuran kinerja.

(c) pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dimana masih terdapat satker-
satker yang tidak menyampaikan data kinerja sebagai bahan pengukuran kinerja
Eselon I;

3) Implementasi Pengukuran Kinerja (bobot 7,5%) dengan nilai 4,88. Kelemahannya yaitu

IKP peningkatan populasi 25 spesies terancam punah telah direviu dan ada upaya

perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan.

c. Pelaporan Kinerja (bobot 15%) dengan nilai 12,13. Kelemahannya yaitu:

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE 2017 26



BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

1) Pemenuhan pelaporan (bobot 3%) dengan nilai 2,83.

2) Penyajian informasi kinerja (bobot 4,5%) dengan nilai 3,19. Kelemahannya yaitu
informasi kinerja dalam LKj belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan
memperbaiki pelaksanaan program dan peningkatan kinerja. Beberapa indikator kinerja
seperti Jumlah KPHK, Kawasan Ekosistem Esensial, dan ketersediaan paket data dan
informasi pada tahun 2016 tetap menurun (target tidak tercapai).

d. Evaluasi Kinerja (bobot 10%) dengan nilai 6,87 terdiri dari:

1) Pemenuhan evaluasi (bobot 2%) dengan nilai 1,70. Kelemahannya yaitu belum ada
laporan hasil evaluasi yang menggambarkan capaian dan hambatan.

2) Kualitas evaluasi (bobot 5%) dengan nilai 2,92. Kelemahannya yaitu dalam evaluasi
triwulan, rekomendasi yang diberikan masih bersifat normatif, kurang konstruktif untuk
memperbaiki capaian kinerja.

3) Pemanfaatan evaluasi (bobot 3%) dengan nilai 2,35. Kelemahannya vyaitu hasil
pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk
perbaikan capaian kinerja, misalnya dalam capaian peningkatan populasi satwa.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (bobot 20%) dengan nilai 10,60 yaitu:

1) Kinerja yang dilaporkan (output) (bobot 5%) dengan nilai skor 3,73. Kelemahannya
yaitu target IKK pada Eselon Il tidak seluruhnya tercapai, antara lain di Direktorat KK,
dari 7 IKK, hanya 2 IKK (IKK 2 dan 4) yang tercapai sesuai targetnya, 5 IKK lainnya
tidak tercapai.

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (bobot 10%) dengan nilai 5,60. Kelemahannya yaitu
target kinerja (outcome) belum sepenuhnya tercapai, antara lain: jumlah KPHK non TN,
jumlah kawasan ekosistem esensial terbentuk, dan ketersediaan paket data dan
informasi.

3) Kinerja lainnya (bobot 5%) dengan nilai 1,27. Kelemahannya yaitu belum ada capaian
kinerja lainnya seperti kinerja transparansi, dan kinerja dari penilaian instansi
pemerintah lainnya (ombusman, standar mutu, dll).

Terhadap permasalahan di atas, terdapat rekomendasi untuk saran perbaikan, yaitu,
a. Terhadap komponen perencanaan kinerja agar :

1) Dalam menetapkan target kinerja agar mempertimbangkan kemampuan capaian
kinerja per tahun;

2) Rencana Aksi yang telah dibuat agar diikuti langkah nyata untuk mencapai kinerja
program dan disusun rencana monitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja secara
berkala.

b. Terhadap komponen pengukuran kinerja :

1) SOP pengukuran kinerja yang ada agar dilengkapi dengan prosedur kemudahan untuk
mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, dan prosedur yang jelas jika terjadi
kesalahan pengukuran data;

2) IKP dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;

3) IKP yang telah direviu, hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja.

c. Terhadap komponen pelaporan kinerja agar informasi yang disajikan dalam Laporan
Kinerja (LKj) dipergunakan dalam perbaikan perencanaan dan informasi kinerja digunakan
untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;

d. Terhadap komponen evaluasi kinerja agar hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian
kinerja dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan capaian kinerja;
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e. Terhadap komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi agar melakukan evaluasi
mengenai capaian kinerja yang menurun untuk mengetahui hambatan dan
penyelesaiannya serta lebih cermat dalam menetapkan IKP.

2. Pengukuran Dan Analisis Capaian Kinerja Sesuai PK Direktur Jenderal KSDAE Tahun
2017

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis
yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode
pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase
pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan
evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan
tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja
digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

Realisasi
Pencapaian rencana tingkat capaian = --------------- x 100%

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka
pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar
150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari
Direktorat Jenderal KSDAE.

Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran
terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017. Terdapat dua
sasaran dan 12 indikator kinerja yang diemban oleh Ditien KSDAE yang tertuang dalam
dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja indikator
kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Program/Kegiatan
1 | Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan 2.500.000 6.168.857 150
Penerimaan Devisa dan manca negara dan domestik orang atau orang atau Rp | (246,75)
PNBP dari Pemanfaatan ke kawasan konservasi Rp. 90,8 159,40 Milyar
Jasa Lingkungan Milyar
Kawasan Konservasi dan |~ 3 miah kemitraan 30 unit atau 113 unit 150
Keanekaragaman Hayati | hemanfaatan jasa lingkungan Rp. 3,7 (376,67)
panas bumi, air dan wisata Milyar
alam yang beroperasi di
kawasan konservasi
Jumlah PNBP dari hasil Rp. 10 Milyar | Rp. 24,6 Milyar 150
pemanfaatan satwa liar dan (245,99)
tumbuhan alam
Nilai ekspor pemanfaatan Rp. 5,3 Rp. 7,09 133,87
satwa liar dan tumbuhan alam Trilyun Trilyun
serta bioprospecting
2 | Meningkatnya Efektivitas Jumlah kawasan non taman 17 unit KK 38 unit KK 150
Pengelolaan Hutan nasional (CA, SM, TWA) (223,53)
Konservasi dan Upaya memperoleh nilai indeks
Konservasi METT minimal 70% (kategori
Keanekaragaman Hayati baik)
Jumlah taman nasional 30 unit TN 2 unit TN 6,67

memperoleh nilai indeks
METT minimal 70% (kategori
baik)
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No Sasaran Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Persentase peningkatan
populasi 25 jenis satwa
terancam punah prioritas
sesuai The IUCN Red List of
Threatened Species
Jumlah ketersediaan data dan
informasi sebaran
keanekaragaman spesies dan
genetik yang valid dan reliable
pada 7 wilayah biogeografi
(Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua)

Luas KEE yang telah terkelola
oleh forum kelembagaan
pengelolaan ekosistem
esensial

Jumlah KPHK non TN yang
terbentuk dan beroperasi
Luas kawasan hutan
konservasi pada zona
tradisional yang dikelola
melalui kemitraan dengan
masyarakat
Kawasan konservasi yang
dilindungi dari ancaman
kebakaran

Rata-rata capaian kinerja

Target

2%

7 paket data

300.000 Ha
dalam 13
unit KEE

10 unit

20.000 Ha

551 unit KK

Realisasi

5,56%

6 paket data

63.957,9 Ha
dalam 14 unit
KEE

35 unit

25.728,79 Ha

552 unit KK

%

150
(278)

85,71

107,70

150
(350)
128,64

100,18

121,26

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Ditjen
KSDAE tahun 2017 dapat dicapai sesuai target, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar
121,26%. Akan tetapi terdapat dua IKK yang belum dapat tercapai sesuai target yaitu “Jumlah
taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)” dan “Jumlah
ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid
dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, dan Papua)”. Penjelasan atas capaian indikator kinerja disampaikan

sebagai berikut.

Sasaran 1:

Meningkatnya Penerimaan Devisa dan PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Sasaran 1 ini dicapai melalui 4 indikator kinerja kegiatan yaitu :

1. Jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan domestik ke kawasan konservasi dengan

target 2.500.000 orang atau Rp. 90,8 Milyar;

2. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan wisata alam yang
beroperasi di kawasan konservasi dengan target 30 unit atau Rp. 3,7 Milyar;
3. Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam dengan target Rp. 10

Milyar;

4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting dengan

target Rp. 5,3 Trilyun.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja disampaikan sebagai berikut:
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Indikator Kinerja Kegiatan:
Jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan domestik ke kawasan konservasi
dengan target 2.500.000 orang atau Rp. 90,8 Milyar

Hasil pencapaian kinerja tahun 2017 atas kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Capaian IKK Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Domestik ke
Kawasan Konservasi

IKK Satuan Target Realisasi | Capaian (%)
Jumlah kunjungan wisatawan manca negara Orang | 2.500.000 | 6.168.857 150
dan domestik ke kawasan konservasi dengan (246,75)
target 2.500.000 orang atau Rp. 90,8 Milyar

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman)
dan domestik yang datang ke kawasan konservasi dengan jumlah target wisman tahun 2017
sebanyak 2.500.000 orang. Sampai akhir tahun 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung ke
kawasan konservasi sebanyak 6.168.857 orang terdiri dari 414.989 orang wisatawan
mancanegara dan 5.753.868 orang wisatawan domestik. Jika dibandingkan dengan target
tahun 2017, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 246,75%. Karena
terdapat pembatasan terhadap capaian kinerja, maka capaian kinerja IKK ini menjadi sebesar
150%.

Target IKK ini pada Perjanjian Kinerja Ditjien KSDAE berbeda dengan target pada
Renstra Ditjien KSDAE 2015-2019. Pada Renstra Ditien KSDAE 2015-2019, target pada
jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara tahun 2017 sebanyak
4.300.000 orang, terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 4.000.000 orang dan wisatawan
manca negara sebanyak 300.000 orang. Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target
tahun 2017 pada Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 yaitu sebagai berikut.

Tabel 14. Capaian IKK Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Domestik ke
Kawasan Konservasi Berdasarkan Target Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019

IKK Satuan Target Realisasi | Capaian
(%)
Jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Orang 300.000 414.989 138,33

kawasan konservasi dengan target 1,5 juta orang
selama 5 tahun
Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Orang | 4.000.000 | 5.753.868 143,85
kawasan konservasi dengan target 20 juta orang
selama 5 tahun

Jumlah Orang | 4.300.000 | 6.168.857 143,46
Sumber : Diolah dari Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE ; dan Laporan Keuangan.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian IKK ini antara lain manfaat langsung dan
manfaat tidak langsung. Manfaat langsung berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dan manfaat tidak langsung berupa multiplier effect dari kunjungan wisman berupa
pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ditandai salah satunya dengan tumbuhnya unit
usaha pemanfaatan jasa wisata alam. Kontribusi PNBP dari Pungutan Masuk Obyek Wisata
Alam (MOWA) wisman dan wisnus pada tahun 2017 sebesar Rp. 156.324.582.457,-.Capaian
kinerja jika berdasarkan jumlah PNBP yang masuk yaitu sebagai berikut.
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Tabel 15. Penerimaan PNBP dari Pengunjung Wisatawan Manca Negara dan Domestik

Tahun 2017
Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi %
Penerimaan PNBP dari pengunjung wisatawan Milyar Rupiah | 90,80 156 172,16
manca negara dan domestik

Berdasarkan data pada tabel 13 dan tabel 14 di atas, bahwa kinerja telah dapat dicapai
melebihi target yang ditetapkan, baik itu target pada PK dan Renstra Ditien KSDAE 2015-
20109.

Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan
konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di
Indonesia. Lokasi target tahun 2017 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman
Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas berdasarkan Rentra pada
TN Karimunjawa, TN Gunung Gede Pangrango, TN Alas Purwo, TN Kerinci Seblat, TN
Berbak, TN Teso Nilo, TN Sembilang, TN Gunung Palung, TWA Pulau Weh, TWA Kepulauan
Banyak, TWA Sibolangit, TWA Kepulauan Padamaran, TWA Gunung Baung, TWA Mangolo,
TWA Gunung Guntur, TWA Wera dan TWA Telogo Warno Telogo Pengilon. Selain itu juga
target lokasi yang menjadi prioritas nasional yaitu 4 UPT (BTN Kepulauan Seribu, BBTN
Bromo Tengger Semeru, BTN Wakatobi dan BTN Komodo) dan 8 UPT (BTN Gunung Rinjani,
BKSDA NTB, BTN Bali Barat, BTN Gunung Tambora, BBKSDA Sumatera Utara, BTN Gunung
Berbabu, BTN Gunung Merapi dan BKSDA Jawa Tengah.

Wisatawan yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2017 tersebar pada 52
kawasan Taman Nasional (48 UPT Taman Nasional), 118 taman wisata alam dan 11 taman
buru (26 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi lebih
banyak wisatawan dan sebagian lainnya dikunjungi wisatawan dalam jumlah yang sedikit.
Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan
wisatawan terbesar berturut turut adalah TWA Gunung Tampomas (Jawa Barat), TN Bromo
Tengger Semeru, TN Ciremai, TN Bantimurung Bulusaraung, TWA Sumber seemen (Jawa
Tengah), TWA Panelokan (Bali), TWA Gunung Baung (Jawa Timur), TN Gunung Merapi, TN
Halimun, dan TN Merbabu. Gambaran jumlah wisatawan dapat dilihat pada grafik berikut.
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Gambar 10. Grafik Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi
Wisatawan pada Tahun 2017

Tabel 16. Perbandingan Data Wisatawan Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Jumlah Jumlah Wisman | % Kenaikan/ Penurunan
Wisman Wisnus dan Wisnus (Dibandingkan Tahun
(Orang) (Orang) (Orang) Sebelumnya)
2013 481.255 4.256.490 4.737.745 33,16
2014 515.216 5.467.873 5.983.089 7,06
2015 210.136 4.038.070 4.248.206 -59,21
2016 481.518 7.698.550 8.180.068 129,15
2017 414.989 5.753.868 6.168.857 -24,59
Jumlah 2.103.114 27.214.851 29.317.965 139,83
Rata-rata/tahun 5.863.593 27,97

Rata-rata jumlah wisman dan wisnus ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun
terakhir adalah 5.863.593, sedangkan rata-rata pertumbuhan wisman dan wisnus yang
berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 27,97% per
tahun. Jumlah kunjungan wisata tahun 2017 menurun sebesar 24,59% dari tahun 2016
karena adanya bencana alam seperti erupsi gunung berapi dan banijir di beberapa daerah di
Indonesia, sehingga mengurangi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Rincian jumlah wisatawan pada masing-masing kawasan sebagaimana Lampiran 3.
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Gambar 11. Perkembangan Data Wisatawan Tahun 2013-2017
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Gambar 13. Bahan Promosi Dan Publikasi Yang Dicetak Dalam Rangka Peningkatan
Kunjungan Ke Kawasan Konservasi
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Gambar 14. Wisatawan Malaysia Yang Kembali Dalam Pendakian Di Gunung Rinjani
Melewati Jalur Senaru

Kinerja jumlah pengunjung ini dapat dicapai dengan baik, beberapa faktor penunjang
keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain :

1. Trend masyarakat untuk wisata alam (back to nature),
2. Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media
sosial dan media elektronik terutama dimotori oleh kaum muda,
3. Lebih gencarnya upaya promosi yang telah dilakukan PJLHK.
Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain:

1. Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih
sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur traking,
shelter, menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK,
canopy bridge, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya,

2. Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak,

3. Kunjungan wisatawan tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus
di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sehingga diduga beberapa kawasan konservasi telah
melampaui daya dukung,

4. Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung pengunjung,

5. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan
konservasi.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah dan kendala yang
dihadapi adalah berupa:

1. Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik
dan lain-lain;

2. Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada beberapa kawasan
konservasi destinasi wisata alam sekitar danau toba, Borobudur dan mandalika;

3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata
dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor: NK.6/KS.001/MP/2015 &
NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 dan Perjanjian Kerja Sama Deputi
Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: PK.91/KS.001/DPDIP/KEMENPAR/2015 &
PKS.9/KSDAE-PJLHK/2015;

4. Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada empat destinasi prioritas nasional pada
tahun 2017; dan

5. Penyusunan Master Plan mengembangkan wisata alam di kawasan konservasi.
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Indikator Kinerja Kegiatan:
Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan wisata alam yang
beroperasi di kawasan konservasi dengan target 30 unit atau Rp. 3,7 Milyar

Capaian IKK Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, air dan
wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi dengan target 30 unit atau Rp. 3,7 Milyar,
terdiri dari 4 IKK yaitu sebagai berikut.

Tabel 17. Capaian IKK Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi,
air dan wisata alam yang beroperasi di kawasan konservasi dengan target 30 unit
atau Rp. 3,7 Milyar

No IKK Satuan | Target | Realisasi | Capaian
(%)

1 | Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di Unit 20 58 150,00
kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari (290,00)
baseline tahun 2013

2 | Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di Unit 5 40 150,00
kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit (800,00)

3 | Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi Unit 10 14 140,00

untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah
sebanyak minimal 50 unit
4 | Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas Unit 1 1 100,00
bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak
minimal 5 unit
JUMLAH 36 113 150
(313,88)

Penjelasan atas capaian kinerja pada 4 IKK tersebut sebagai berikut.

1. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah
sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 dengan target sebanyak 20 Unit.

Tabel 18. Capaian IKK Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di
Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013

IKK Satuan Target Realisasi Capaian

(%)
Jumlah unit usaha pemanfaatan Unit 20 58 150,00
pariwisata alam di kawasan konservasi (290%)

bertambah sebanyak 100 Unit dari
baseline tahun 2013
Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfatan Sarana

Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang
diterbitkan di tahun 2017 dengan jumlah target tahun 2017 sebanyak 20 unit. Tahun 2017
jumlah ITUPSWA dan IUPJWA sebanyak 58 unit terdiri dari 4 unit IUPSWA dan 54 unit
IUPJWA. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016, maka capaian kinerja untuk
kegiatan ini adalah sebesar 290,00%. Dikarenakan capaian kinerjanya melebihi 150%,
maka capaian kinerja dibatasi menjadi sebesar 150%.

Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah TN. Karimunjawa, TN Gunung Gede
Pangrango, TN Alas Purwo, TN Kerinci Seblat, TN Berbak, TN Tesso Nilo, TN Sembilang,
TN Gunung Palung, TWA Pulau Weh, TWA Kepulauan Banyak, TWA Sibolangit, TWA
Kepulauan Padamaran, TN Bali Barat, TN Bromo Tengger Semeru, TN Wakatobi, TN
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Manusela, TWA Gunung Baung, TWA Mangolo, TWA Gunung Guntur, TWA Wera dan
TWA Telogo Warno Telogo Pengilon.

Pada tahun 2017 realisasi untuk jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di
kawasan konservasi sebanyak 58 unit yang terdiri dari 4 unit IUPSWA dan 54 unit
IUPJWA. Empat unit IUPSWA yang menjadi capaian realisasi adalah:

1. PT. Joben Everegreen di TN Gunung Rinjani.

2. PT. Alam Indah Bonbin Lestari di Telogo Warno Telogo Pengilon, BKSDA Jawa
Tengah.

3. PT. Qisin Eire di TWA Tanjung Tampa, BKSDA NTB.

4. PT. Labengki Nirwana Resort di TWA Teluk Lasolo BKSDA Sulawesi Tenggara.

Sedangkan untuk 54 unit IUPJWA terbagi atas:

1. Perseorangan

1 unit IUPJWA di TN Wakatobi.

2 unit IUPJWA di TN Kepulauan Seribu.

45 unit IUPJWA di TN Gunung Ciremai.

1 unit IUPJWA di TN Alas Purwo

. 1 unit IUPJWA di TN Gunung Gede Pangrango

2. Badan Usaha Milik Swasta
a. 2unit IUPJWA (PT. Bumi Cangkuang Lestari) di TN Gunung Halimun Salak.
b. 1 unit IUPJWA (PT. Jhon Petualangan Rinjani) di TN Gunung Rinjani.

3. Koperasi unit IUPJWA (Koperasi Agung Lestari) di TN Gunung Ciremai sebanyak 1
unit.

® oo oW

Jumlah [IUPSWA dan IUPJWA di kawasan konservasi pada tahun 2017 mengalami
mengalami penurunan sebesar 31 unit atau 34,83% dimana terjadi penurunan IUPSWA
sebanyak 5 unit dan IUPJWA sebanyak 26 unit. Perbandingan jumlah IUPSWA dan
IUPJWA 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Penurunan tersebut
antara lain karena penerbitan SK IUPIJWA/IUPSWA belum terkoordinir secara baik dan
permasalahan administrasi dalam proses penerbitan [UPSWA.

Tabel 19. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di
Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir

Tahun Jumlah IUPSWA dan IUPJWA % Kenaikan / Penurunan
(Unit) (Dibandingkan Tahun
Sebelumnya)
2013 31 + 210,00
2014 65 + 109,78
2015 28 - 56,92
2016 89 + 217,86
2017 58 - 34,83
Jumlah 271 445,89
Rata-rata/Thn 54 89,18
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Rata-rata perkembangan (kenaikan atau penurunan) IUPSWA dan IUPJWA per
tahun selama 5 tahun terakhir adalah sebanyak 54 unit per tahun.
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Gambar 15. Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi
Tahun 2013-2017

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah tercapai kinerja sebesar 175 unit
dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 100 unit. Apabila dibandingkan dengan
target pencapaian kinerja selama 5 tahun (100 unit), maka target tersebut sudah
terlampaui sebanyak 75 unit atau telah tercapai sebesar 175%.

Dalam mendukung pencapaian Kkinerja ini telah terdapat regulasi terkait
pengusahaan pariwisata alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata
Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.

b. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011.

d. Peraturan Pemerintah Nomor: 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam
di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata
Alam.

e. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis
Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-11/2010 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan
Taman Wisata Alam;

g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-11/2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-11/2010.
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h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-11/2014 tentang Tata Cara
Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

i. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.12/IV-Set/2011 tentang Pedoman
Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam
di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

j. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.11/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pelaporan
Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam.

k. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.6/IV-Set/2012 tentang Pedoman Pengawasan dan
Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

|.  Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan
Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang telah diubah dengan Perdirjen
PHKA Nomor: P.5/IV-Set/2015.

m. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.02/IV-Set/2012 tentang Pembangunan Sarana
Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

n. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.02/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pemberian
Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan
Raya, dan Tama Wisata Alam.

0. Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.01/IV-Set/2012 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana
Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.

Peningkatan pencapaian kinerja di tahun 2017, untuk jenis usaha IUPJWA dan jenis
usaha IUPSWA, disebabkan beberapa faktor diantaranya:

a. Peran aktif seluruh UPT KSDAE dalam mempersiapkan pra kondisi kawasan seperti
Rencana Pengelolaan, Penataan Zonasi/Bloking dan Desain Tapak sehingga
kawasan tersebut siap untuk dipromosikan kepada para investor untuk melakukan
investasi di kawasan dengan pengembangan pengusahaan pariwisata alam baik
sarana untuk perusahaan dan jasa untuk masyarakat.

b. Upaya pihak UPT/Pusat dalam memberikan pelayanan dan informasi terkait perizinan
jasa di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Hal ini perlu ditingkatkan kembali
dengan dibuatnya forum jasa wisata alam oleh pihak UPT.

c. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan
dalam pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat serta

d. Meningkatnya minat investor dalam menjalankan usaha di bidang pariwisata alam
dikarenakan melihat trend pariwisata alam yang semakin berpotensi besar khususnya
di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Namun, terkadang masih terdapat
investor yang kurang optimalnya penyelesaian kewajiban pengajuan perizinan pihak
perusahaan, yang memperlambat proses penerbitan izin dan atau penolakan izin. Hal
ini dapat diminimalisir dengan adanya penjelasan pihak UPT dan monitoring pihak
pusat dalam mengevaluasi dan memonitoring perizinan khususnya jenis usaha
IUPSWA.
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Namun, disamping keberhasilan pencapaian di tahun 2017 ada beberapa
hambatan yang perlu dijadikan perhatian dalam pencapaian kinerja mendatang yaitu

a. Penerbitan SK IUPJWA/IUPSWA belum terkoordinir secara baik;
b. permasalahan administrasi dalam proses penerbitan IUPSWA.

Solusi pemecahan atas hambatan tersebut adalah

a. Perlu dilakukan koordinasi antara pusat dan UPT; dan

b. perlu adanya penataan lebih lanjut administrasi maupun teknis dilapangan dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pencapaian kinerja yang diperoleh memberikan outcome diantaranya
efektifitas pengelolaan meningkat karena ada pemegang IUPSWA dan peran serta
masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan adanya pemegang IUPJWA sehingga
masyarakat ikut dalam menjaga kawasan. Selain itu juga dengan adanya pemegang
IUPSWA dan IUPJWA dapat meningkatkan PNBP, meningkatkan peran serta masyarakat
dalam menjaga kawasan konservasi dan perekonomian masyarakat. Penyerapan tenaga
kerja dari IUPSWA sebanyak 1.564 tenaga kerja, sedangkan IUPJWA sebanyak 63
tenaga kerja. Pencapaian kinerja Izin Usaha Pemanfatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)
dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) memberikan kontribusi PNBP
kepada Negara sebesar Rp. 2.392.942.405,- yang terdiri dari :

Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) sebesar Rp. 1.321.330.000,-.

¢ |uran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) sebesar Rp. 795.372.405,-
Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam (PHUJWA) sebesar Rp. 233.240.000,-
luran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IIUPJWA) sebesar Rp. 43.000.000,-.

Gambar 16. Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pemanfaatan dan
Pengusahaan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Bandung
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Gambar 17. Obyek dan Daya Tarik Wisata
Alam (ODTWA) Air Terjun Coban Jodo di
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Gambér 18. Pusat Informasi di Taman
Nasional Tanjung Puting

Gambar 19. Pembinaan dan Uji
Kompetensi Usaha Jasa
Pemandu Wisata Alam di
Taman Nasional Gunung

Ciremai

Gambar 20. Gambar 21..
Pusat Ekologi Kupu-Kupu di TWA Gunung Sarana Prasarana yang Dibangun oleh

Pemegang IUPSWA (PT. Plengkung Indah

Tunak, BKSDA Nusa Tenggara Barat ] )
Wisata) di TN Alas Purwo
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2. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi
bertambah sebanyak 25 Unit sebanyak 5 Unit

Tabel 20. Capaian IKK Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang
Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit

IKK Satuan | Target Realisasi | Capaian
(%)
Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang Unit 5 40 150,00

beroperasi di kawasan konservasi bertambah
sebanyak 25 Unit

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air
(IUPA) dan Izin Pemanfaatan Air (IPA) yang diterbitkan di tahun 2017 dengan jumlah
target tahun 2017 sebanyak 5 unit. Sampai akhir tahun 2017 jumlah IUPA dan IPA yang
telah dikeluarkan sebanyak 40 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017, maka
capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 800%, tetapi karena adanya
pembatasan nilai maksimal maka nilai capaian kinerjanya sebesar 150,00%.

Sampai Desember 2017, Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air yang telah
ditetapkan melalui Surat Keputuasan Direktur Jenderal KSDAE berjumlah 26 (dua puluh
enam) lokasi. Terdiri dari 7 (enam) lokasi di Taman Wisata Alam (TWA) yaitu TWA
Gunung Baung (Balai Besar KSDA Jawa Timur), TWA Wera (Balai KSDA Sulawesi
Tengah), TWA Kerandangan (Balai KSDA NTB), TWA Bukit Tangkiling (Balai KSDA
Kalimantan Tengah), TWA Mangolo (Balai KSDA Sulawesi Tenggara), TWA Danau
Matano (BBKSDA Sulawesi Selatan) dan BBKSDA Nusa Tenggara Timur (TWA
Camplong, TWA Baumata dan TWA Ruteng). Sedangkan 19 (sembilan belas) lokasi
berada di Taman Nasional (TN) yaitu TN Gunung Leuser, TN Bogani Nani Wartabone,
TN Kerinci Seblat, TN Gunung Ciremai, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Bukit Baka
Bukit Raya, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun
Salak, TN Gunung Merbabu, TN Bromo Tengger Semeru, TN Lore Lindu, TN
Laiwangiwanggameti, TN Gunung Palung, TN Maupeu Tanah Daru, TN Bukit Tiga Puluh,
TN Meru Betiri, TN Bali Barat dan TN Gunung Merapi. Sedangkan dalam proses
pengusulan penetapan Areal Pemanfaatan Air adalah TN Ujung Kulon.

Berdasarkan penetapan lokasi tersebut, telah ditetapkan lokasi target untuk
pencapaian IKK tahun 2017 yaitu TN Gunung Leuser, TN Gunung Palung, Taman
Nasional Gunung Rinjani dan SM Pulau Bawean.

Pemberian izin terhadap pemanfaatan air baru dilakukan setelah keluarnya
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-11/2013 tentang Pemanfaatan Air dan
Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata
Alam. Kinerja pada tahun 2017, pada IKK jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang
beroperasi di kawasan konservasi telah dikeluarkan 40 Izin pemanfaatan yaitu IUPA
sebanyak 4 unit dan IPA sebanyak 36 unit. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) sebanyak
4 unit yaitu : di TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Bromo Tengger Semeru, KSDA
Sulawesi tenggara dan TN Gunung Ciremai. Sedangkan Izin Pemanfaatan Air (IPA)
sebanyak 36 unit yaitu di TN Bukit Tiga Puluh (1 Unit), TN Bogani Nani Wartabone (1
Unit), TN Gunung Halimun Salak (2 Unit), TWA Wera KSDA Sulawesi Tenggara (1 Unit),
TN BBS (17 Unit), TN Bromo Tengger Semeru (4 Unit), TN Gunung Rinjani (1 Unit), TN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE 2017 41



BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Babul (1 Unit), TN Kelimutu (1 Unit), TN Gunung Merbabu (4 Unit), TN Gunung Merapi (3
Unit).

Pencapaian kinerja tahun 2017 capaian IUPA apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya tahun 2016 sebanyak 1 (satu) izin mengalami peningkatan menjadi 4 (empat)
izin, sedangkan untuk IPA terjadi penambahan sebesar 16,12% sebanyak 36 (tiga puluh
enam) izin. Perbandingan Pencapaian Kinerja IKK ini dengan tahun sebelumnya tersaji
pada tabel 17 dan gambar 30.

Tabel 21. Perbandingan Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi
Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah IUPA dan IPA (Unit) % Kenaikan / Penurunan
(Dibandingkan Tahun Sebelumnya)

2013 0 0
2014 65 + 560
2015 12 - 81,54
2016 29 + 141,67
2017 40 + 37,93

Jumlah 146 658,06

Rata-rata/Thn 29 131,612

Rata-rata pertumbuhan (Kenaikan atau penurunan) IUPA dan IPA di kawasan
konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 29 unit per tahun.

e=@== |UPA  e=@==|PA

Gambar 22. Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi
Tahun 2013-2017

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah tercapai kinerja sebesar 81 unit
dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 25 unit. Apabila dibandingkan dengan
target pencapain kinerja selama 5 tahun (25 unit), maka target tersebut sudah terlampaui
sebanyak 56 unit atau telah tercapai sebesar 324%.

Pemanfaatan jasa lingkungan air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-11/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka
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Margasatwa, Taman Nasional, Taman Huan Raya dan Taman Wisata Alam. Aturan
turunan yang telah ditetapkan adalah Perdirjen PHKA Nomor: P.06/IV-SET/2014 tentang
Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Huan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen
PHKA Nomor: P.07/IV-SET/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di
Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta
Hutan Lindung; Perdirien PHKA Nomor: P.19/IV-SET/2014 tentang Pembangunan
Sarana dan Prasaran Serta Fasilitas Penunjang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen
PHKA Nomor: P.22/IV-SET/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan
Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan, seperti
halnya bimbingan teknis dimana telah dilakukan sosialisasi mengenai peraturan P.64 dan
tata cara dalam proses ijin pemanfaatan air dikawasan SM,TN, Tahura dan TWA kepada
para pemanfaat maupun calon pemanfaat jasa lingkungan air. Sinergisitas antar anggota
forum pemanfaat air dengan UPT juga tercipta dengan baik melalui kegiatan penguatan
kelembagaan. Kegiatan pertemuan teknis merupakan jembatan yang menghubungkan
antara Direktorat PJLHK dengan instansi-instansi yang terkait didalam bidang
pemanfaatan air. Kegiatan pembahasan/penilaian pengusahaan PJL Air juga turut
membantu didalam mempercepat proses perijinan dimana diberikan penilaian dan arahan
mengenai proses perijinan sehingga waktu penyelesaikan proses perijinan lebih efektif.
Evaluasi dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemanfaatan air di UPT,
penyempurnaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/Menhut-11/2013 tentang
Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Huan
Raya dan Taman Wisata Alam guna mempermudah pemanfaatan air di kawasan
konservasi telah disampaikan ke Sekjen KLHK.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari permasalahan, antara lain :

a. Prakondisi kawasan konservasi terkait inventarisasi potensi dan penetapan areal
pemanfaatan air masih terbatas hanya beberapa UPT (baru 26 UPT dari 74 UPT).
Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat PJLHK telah intensif melakukan
bimbingan teknis terhadap UPT yang memiliki potensi jasa lingkungan air dan
membuat surat edaran ke UPT terkait hal tersebut;

b. Adanya usaha pemanfaatan air yang sudah eksisting di kawasan konservasi dalam
mengajukan izin, prosesnya disamakan dengan yang baru akan mengajukan usaha
pemanfaatan air, sebaiknya dibedakan. Untuk mengatasi masalah ini akan
diakomodir dalam revisi Permenhut No. 64 tahun 2013.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi,
adalah terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan
jumlah Kepala Keluarga yang terpenuhinya kebutuhan air kurang lebih 88.092 KK dan
jumlah tenaga yang diserap dalam rangka usaha pemanfaatan air di kawasan konservasi
kurang lebih 714 orang. Pencapaian kinerja kegiatan ini telah memberikan kontribusi
PNBP kepada Negara dari luran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air sebesar Rp.
325.968.000,-.
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Gambar 23. Pemanfaatan Air
Oleh Masyarakat dari TN
Gunung Merbabu, Jawa

Tengah

Gambar 24. Pembahasan RPPA
PDAM Tirta Jati Kab. Cirebon,
Pengusahaan Air di TN Gunung
Ciremai

3. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan
mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit dengan target
sebanyak 10 Unit

Tabel 22. Capaian IKK Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi
untuk Keperluan Mini/ Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50

Unit
IKK Satuan | Target | Realisasi | Capaian
(%)
Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan Unit 10 14 140,00

konservasi untuk keperluan mini/micro hydro
power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah 1zin Usaha Pemanfatan Energi
Air (IUPEA) dan lIzin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) yang diterbitkan di tahun 2017
dengan jumlah target tahun 2017 sebanyak 10 unit. Sampai akhir tahun 2017 jumlah
IUPEA dan IPEA sebanyak 14 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017, maka
capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 140%.
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Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah TN Gunung Leuser, TN Bogani Nani
Wartabone, TN Kerinci Seblat, TN Laiwangi Wanggameti, TN Manupeu Tanadaru dan
TWA Gunung Baung.

Pencapaian kinerja pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk
keperluan mini/micro hydro power plant tahun 2017 adalah 14 unit terdiri dari 1zin Usaha
Pemanfaatan Energi Air IUPEA) sebanyak 1 unit dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA)
sebanyak 13 unit. IPEA berlokasi di TN Bantimurung Bulusaraung (1 Unit) dan TN Bukit
Barisan Selatan (12 Unit), sedangkan IUPEA berlokasi di TN Gunung Halimun Salak (1
unit).

Tabel 23. Perbandingan Jumlah IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun

2013-2017
Tahun Jumlah IUPEA dan IPEA % Kenaikan / Penurunan
(Unit) (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2013 0 0
2014 1 + 100
2015 5 + 400
2016 16 + 220
2017 14 -12,50
Jumlah 36 707,50
Rata-rata/Thn 7 141,5

Rata-rata pertumbuhan (kenaikan atau penurunan) jumlah IUPEA dan IPEA
kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 7 unit per tahun.

2017; 13

==0==_|PEA; 2014;
==0== |PEA; 2013; 0

;2017; 1

e=@==|UPEA e=@==|PEA

Gambar 25. Grafik Perkembangan IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun
2013-2017

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah tercapai kinerja sebesar 35 unit
dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 50 unit. Apabila dibandingkan dengan
target pencapaian kinerja selama 5 tahun (50 unit), maka target tersebut sudah tercapai
sebesar 70%.
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Pemanfaatan energi air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor: P.64/Menhut-11/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Huan Raya dan Taman Wisata Alam. Aturan
turunan yang telah ditetapkan adalah Perdirjen PHKA Nomor: P.06/IV-SET/2014 tentang
Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Huan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen
PHKA Nomor: P.07/IV-SET/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di
Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta
Hutan Lindung; Perdirjen PHKA Nomor: P.19/IV-SET/2014 tentang Pembangunan
Sarana dan Prasaran Serta Fasilitas Penunjang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Huan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen
PHKA Nomor: P.22/IV-SET/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan
Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari upaya-upaya sebagai berikut:

a. Bimbingan teknis yang intensif terhadap setiap UPT yang memiliki potensi jasa
lingkungan air;

b. Melakukan FGD dan pertemuan teknis untuk mencari solusi atas kendala untuk
melengkapi persyaratan administrasi dan teknis saat mengajukan izin pemanfaatan
air;

c. Penguatan kelembagaan kelompok pemanfaat air di UPT;

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Jasa Lingkungan Air bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan SDM di UPT yang mendukung program nasional
ketahanan energi;

e. Melakukan evaluasi dan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air di UPT.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi,
selain dapat memberikan manfaat kepada Negara berupa PNBP, kegiatan tersebut telah
memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pemanfaatan air dan energy air.
Outcome dari kegiatan pemanfaatan energi air ini adalah jumlah Kwh yang dihasilkan dari
kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) maupun
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 23 Mw. Pencapaian kinerja
kegiatan ini telah memberikan kontribusi PNBP kepada Negara dari luran dan Pungutan
Usaha Pemanfaatan Energi Air sebesar Rp. 482.566.746,-.

Gambar 26. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Energi Air di
Padang, Sumatera Barat
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Gambar 27. Pelatihan
Pengembangan PLTMH

Gambar 28. PLTM Lapopu di
TN Matalawa

Gambar 29. Peninjauan
Rencana Lokasi PLTM di TWA
Gunung Baung, BBKSDA Jawa

Timur

4. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di
kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit dengan target sebanyak 1 unit

Kebutuhan manusia akan energi terutama listrik dari hari kehari makin meningkat,
sehingga pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan serta sumber penyedia energi
nasional. Salah satu sumber energi yang dimiliki oleh Indonesia adalah panas bumi.
Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung
berapi tetapi belum dimanfaatakan secara optimal termasuk panas bumi yang berada di
kawasan konservasi. Tenaga panas bumi dianggap sebagai sumber energi baru
terbarukan.
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Menurut data Kementerian ESDM (2014) Potensi panas bumi yang berada di
kawasan konservasi saat ini yang sudah teridentifikasi sebesar 6.157 mega watt. Potensi
tersebut tersebar di berbagai fungsi kawasan konservasi, antara lain :

a. Taman Nasional (TN): TN Gn Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Batang Gadis, TN Bukit
Barisan Selatan, TN Gn Halimun Salak, TN Gn Gede Pangrango, TN Gn Ciremai, TN
Gn Rinjani, TN Bogani Nani Wartabone, TN Lore Lindu, dan TN Kelimutu;

b. Taman Hutan Raya (Tahura): Tahura Pocut Meurah Intan, Tahura Wan Abdur
Rahman, Tahura GPAA Mangkunegara |, dan Tahura R Soeryo;

c. Taman Wisata Alam (TWA): TWA Sibolangit, TWA Sijaba Hutaginjang, TWA Danau
Tes, TWA Bukit Kaba, TWA Gn Tangkuban Perahu, TWA Cimanggu, TWA
Kamojang, TWA Gn Guntur, TWA Telaga Bodas, TWA Gn Tampomas, TWA Telaga
Patengan, TWA Gn Pancar, TWA Telaga Warna, TWA Telogo Warno Pengilon, TWA
Guci, TWA Grojogan Sewu, TWA Kawah ljen, TWA Tretes, TWA Buyan Tamblingan,
TWA Gn Ambang, TWA Ruteng, dan TWA Wera;

d. Cagar Alam (CA): CA Dolok Sipirok, CA Dolok Sibual-Buali, CA Tinggi Raja, CA
Tinggi Raja, CA Danau Menghijau, CA Pagar Gunung I, CA Talang Ulu I, CA Talang
Ulu Il, CA Gn Tukung Gede, CA Rawa Danau, CA Gn Tangkuban Perahu, CA Gn
Simpang, CA Gn Tilu, CA Cigenteng Cipanji, CA Malabar, CA Papandayan, CA
Kamojang, CA Telaga Bodas, CA Telaga Patengan, CA Telogo Dringo, CA Gn
Tunggangan, CA Sepakung, CA Gebungan, CA Sungai Kolbu, CA Picis, CA Sigogor,
CA Batu Kahu I-1I-1ll, dan CA Gn Sibelia;

e. Suaka Margasatwa (SM): SM Barumun, SM Malampah Alahan Panjang, SM Isau-
Isau Pasemah, SM Gn Raya Gn Danau, SM Gn Sawal, dan SM Dataran Tinggi Yang.

Keseluruhan kawasan konservasi yang memiliki potensi panas bumi, telah masuk
dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) sebanyak 46 WKP yang ditetapkan Kementerian
ESDM.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat PJLHK, terutama
dalam pengelolaan panas bumi di kawasan konservasi, hasil pencapaian kinerja tahun
2017 atas kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak

Minimal 5 Unit
IKK Satuan | Target | Realisasi | Capaian
(%)
Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan Unit 1 1 100,00

panas bumi yang beroperasi di kawasan
konservasi sebanyak minimal 5 unit

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah lzin Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di kawasan konservasi yang diterbitkan pada tahun
2017 dengan jumlah target tahun 2017 sebanyak 1 unit. Sampai akhir tahun 2017 jumlah
IPJLPB yang telah terbit sebanyak 1 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017,
maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 100%.

Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah TN Gunung Halimun Salak, TN
Ciremai, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan dan TN Gunung Rinjani.
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IPJLPB yang telah diterbitkan adalah IPJLPB Nomor: 1/IPJLPB/PMDN/2017
tanggal 17 Januari 2017 An. PT. Indonesia Power di TN Gunung Halimun Salak dengan
kapasitas listrik terpasang dari energi panas bumi sebesar 180 MW.

Selain lokasi target tersebut diatas, saat ini masih terdapat 2 (dua) pengembang
panas bumi yang telah beroperasi (eksisting) di kawasan konservasi yaitu: PT. Pertamina
Geothermal Energy di CA Kamojang dengan kapasitas terpasang 235 MW, dan Chevron
Geothermal Indonesia, Ltd. (sekarang bernama Star Energy Geothermal Darajat Il, Ltd.)
di CA Papandayan dengan kapasitas terpasang 271 MW. Terhadap 2 (dua) pengembang
tersebut di atas, belum dapat diproses IPJLPB dikarenakan status/fungsi kawasan yang
diperkenankan untuk mendapatkan IPJLPB hanya di kawasan TN, TWA dan TAHURA.
Terhadap permasalahan ini, saat ini Tim Terpadu telah selesai melakukan kajian
perubahan fungsi sebagian kawasan CA tersebut menjadi TWA. Apabila sebagian
kawasan CA tersebut sudah ditetapkan menjadi TWA, selanjutnya BBKSDA Jawa Barat
diharapkan segera menyusun dokumen penataan Blok dan Rencana Pengelolaan
sehingga dapat diproses izinnya menjadi Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi
(IPJLPB).

Selain itu, di kawasan TWA Gunung Ambang yang masuk WKP Kotamobagu
terdapat potensi Panas Bumi sekitar 225 MW. Pemegang izin kuasa WKP Kotamobagu
yaitu PT. Pertamina Geothermal Energy tertarik untuk berinvestasi lokasi tersebut. Untuk
itu BKSDA Sulawesi Utara diharapkan segera mempersiapkan pra kondisi kawasan
(menyusun Bloking dan Rencana Pengelolaan). Namun proses Izin Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) dilokasi ini sarankan menunggu selesainya Revisi UU.
No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

Pencapaian kinerja tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016, maka
capaian IPJLPB sama sebanyak 1 unit. Kinerja kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan
panas bumi baru dilakukan tahun 2015, dimana pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada
tugas pokok dan fungsi terkait pencapaian kinerja ini. Perbandingan capaian kinerja
jumlah IPJLPB di kawasan konservasi tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 25. Perbandingan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2017

Tahun | Jumlah IPJLPB (Unit) % Kenaikan / Penurunan
(Dibandingkan Tahun Sebelumnya)

2015 0 0

2016 1 +100

2017 1 0

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah tercapai kinerja sebesar 2 unit
dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 5 unit. Apabila dibandingkan dengan target
pencapain kinerja selama 5 tahun (5 unit), maka target tersebut telah tercapai yaitu
sebanyak 2 unit atau sebesar 40%.

Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016
tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
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Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kesiapan UPT dalam
mempersiapkan dokumen penataan Zona/ Blok dan Rencana Pengusahaan yang
merupakan salah satu persyaratan dalam memproses izin pemanfaatan jasa lingkungan
panas bumi di kawasan konservasi, disamping itu masih diperlukan Bimbingan Teknis,
fasilitasi, Sinkronisasi/Koordinasi dan Focus Group Discussion Pengembangan Potensi
Jasa Lingkungan Panas Bumi yang intensif kepada UPT dan/atau pemegang izin dan/
atau stakeholder terkait untuk mempercepat proses pemanfaatan panas bumi.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain
dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga
diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBP kepada Negara dari luran dan Pungutan
Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi setelah proses revisi Peraturan
Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Gambar 30. PT. Indonesia Power
di TN Gunung Halimun Salak

Gambar 31. Star Energy
Geothermal Darajat Il di CA
Papandayan, BBKSDA Jawa Barat
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Indikator Kinerja Kegiatan:
Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam dengan target
Rp. 10 Milyar

Capaian kinerja IKK ini adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Capaian IKK Jumlah PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan
alam dengan target Rp. 10 Milyar

IKK Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan  Rupiah 10.000.000.000 24.599.221.999 245,99

satwa liar dan tumbuhan alam sebesar
Rp. 50 M

Realisasi PNBP dari Pemanfaatan TSL tahun 2017 sebesar Rp. 24.599.221.999,-atau
sebesar 245,99% dari target. Nilai tersebut diperoleh dari iuran pemanfaatan TSL dalam
negeri dan luar negeri antara lain: iuran pengedar luar negeri, izin penangkaran, izin lembaga
konservasi, izin pengambilan sampel penelitian, pungutan perdagangan TSL ke luar negeri,
pungutan administrasi pemanfaatan TSL serta PNBP yang berasal dari pungutan di Unit
Pelaksana Teknis (UPT) baik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun Taman
Nasional.

PNBP pemanfaatan jenis TSL tahun 2017 sebesar Rp.24.599.221.999,- terdiri dari:
1. PNBP pemanfaatan TSL ke luar negeri : Rp. 19.334.165.292,-
2. PNBP pemanfaatan TSL dalam negeri : Rp. 5.265.056.707,-

Kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan di wilayah kerja
Direktorat Jenderal KSDAE di seluruh Indonesia baik pusat maupun BBKSDA/BKSDA.

Tahapan kegiatan meliputi pelaksanaan pungutan PNBP sebagaimana tercantum
dalam PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan yaitu :

1. luran izin usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

2. Pungutan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

3. Denda administrasi berupa penyimpangan dokumen/kegiatan bidang usaha tumbuhan dan
satwa liar, penyimpangan terhadap izin usaha, dan pelanggaran terhadap kelebihan
jumlah dari izin yang diberikan

Pelaksanaan pungutan PNBP tersebut dilakukan sepanjang tahun terhadap kegiatan
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Pihak yang terlibat dalam mencapai target PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan
tumbuhan alam antara lain:
Direktorat KKH
BBKSDA/BKSDA
Pemegang izin usaha pengedar TSL dalam negeri dan luar negeri
Pemegang izin penangkaran
Lembaga konservasi
Peneliti
Masyarakat

NoosMwDdE

Peran UPT BBKSDA/BKSDA dalam pencapaian target PNBP yaitu melakukan
pungutan PNBP dan melakukan pengendalian pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam
dalam negeri.
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Tabel 27. Data PNBP Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2014 - 2017
No Tahun Capaian PNBP TSL (Rp.)

1 2014 8.372.397.198
2 2015 14.759.813.680
3 2016 15.133.756.347
4 2017 24.599.221.999

Data PNBP TSL Tahun 2014-2017 (Rupiah)

8.372.

2014 2015 2016 2017

Gambar 32. Data PNBP TSL Tahun 2014-2017 (Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa PNBP TSL selama 4 tahun terakhir
mengalami peningkatan. PNBP TSL tahun 2017 meningkat sebanyak 62,55% dibandingkan
tahun 2016.

Peningkatan PNBP TSL disebabkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 12 tahun
2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada
Kementerian Kehutanan yang menyebabkan PNBP Perdagangan TSL ke Luar Negeri
meningkat serta pada tahun 2016 terjadi peningkatan harga patokan sesuai dengan Peraturan
Menteri LHK Nomor: P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 22 November 2016
yang menyebabkan terjadinya peningkatan pencapaian PNBP Perdagangan TSL Ke Luar
Negeri.

Tahun 2017 terdapat penambahan jenis yang dimanfaatkan seperti sonokeling, lipan,
ikan sapu-sapu zebra, ikan pari air tawar dan cangkang kima, yang menyebabkan
peningkatan pencapaian PNBP Perdagangan TSL ke Luar Negeri.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, IKK Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan
satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp. 50 Milyar dalam periode tahun 2015 s.d 2019 atau
10 Milyar per tahun dapat tercapai dengan realisasi sebesar 245,99%.

Secara umum tidak terdapat permasalahan/hambatan dalam pencapaian target PNBP
tahun 2017, hal ini dapat dilihat dari capaian sebesar 245,99% dari target yang ditetapkan.
Namun demikian, beberapa hal yang berpotensi menjadi masalah/hambatan dalam
pencapaian IKK kedepan yaitu :
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1) Pemahaman pelaku usaha terkait regulasi pemanfaatan jenis.
2) Koordinasi/kerjasama Otoritas Pengelola CITES Indonesia dengan institusi lainnya.
3) Sistem manajemen dan sumber daya (SDM dan Sarpras) pelayanan publik.

Upaya tindak lanjut yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasi potensi
permasalahan/hambatan yang ada yaitu :

1) Melakukan sosialisasi kepada Asosiasi pemanfaat TSL dan pelaku usaha serta UPT Ditjen
KSDAE terkait dalam hal regulasi pemanfaatan jenis TSL.

2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait (Kepolisian, Kementerian
Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengelola
Portal INSW, LIPI, Ditien Penegakan Hukum LHK, dan lain-lain).

3) Mengembangkan sistem pelayanan publik secara online dan menguatkan sumber daya
yang dimiliki baik kuantitas maupun kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung.

Berdasarkan data capaian pada 4 indikator pada sasaran 1 di atas, dapat disampaikan
bahwa seluruhnya tercapai melebihi target. Outcome yang diperoleh adalah meningkatnya
penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan
keanekaragaman hayati yang berdampak pada meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan. PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi
diperoleh melalui:

luran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air IPUPAEA),
Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA),

Pungutan Masuk Objek Wisata Alam (PMOWA),

luran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA),

Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam (PHUJWA), dan

luran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IIlUPJWA).

o0 AswWNRE

Sedangkan untuk PNBP keanekaragaman hayati berasal dari Pendapatan luran
Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar (luran TSL). Sampai dengan akhir tahun
2017, PNBP yang diterima dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan
keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut.

Tabel 28. PNBP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dan
Keanekaragaman Hayati Tahun 2013-2017

No. Jenis Jumlah PNBP Tahun
PNBP
2013 2014 2015 2016 2017

1 | PIPPA 55.788.000 @ 6.540.410.000 3.471.265.000 2.799.639.691 1.321.330.000
2 | [HUPA 241.623.598 257.082.092 657.813.729 858.049.998 795.372.405
3 | PMOWA 36.073.742.293 | 61.363.436.962 | 117.520.539.716 & 132.348.120.112 | 157.004.164.182
4 | PHUJWA N/A N/A 60.350.000 169.095.000 233.240.000
5 | IUPJWA N/A N/A 19.000.000 27.000.000 43.000.000
6 | IPUPAEA N/A N/A 100.850.000 159.055.750 808.534.746
7 | luran TSL 6.887.573.334 | 12.823.091.487 | 14.759.813.680 | 15.506.181.256 | 25.498.378.834

Jumlah (Rp.) 43.258.727.225 | 80.984.020.541 136.589.632.125 | 151.867.141.807 185.704.020.167
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Perbandingan Data PNBP Berdasarkan Jenis PNBP
Tahun 2015-2017
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e Jumlah PNBP Tahun 2015 e Jumlah PNBP Tahun 2016 e Jumlah PNBP Tahun 2017

Gambar 33. Perbandingan Data PNBP Berdasarkan Jenis PNBP Tahun 2015-2017

Berdasarkan data di atas, PNBP tertinggi adalah dari Pungutan MOWA atau karcis
masuk, disusul dari Pendapatan luran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar,
sedangkan yang terendah adalah PNBP dari luran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam
(HIUPJWA).
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Indikator Kinerja Kegiatan:
Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting dengan
target Rp. 5,3 Trilyun

Capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Capaian IKK Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta
bioprospecting dengan target Rp. 5,3 Trilyun
IKK Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Nilai ekspor pemanfaatan satwa Rupiah = 5.000.000.000.000 7.094.863.348.477 141,88
liar dan tumbuhan alam serta

bioprospecting sebesar Rp 25
Trilyun

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting tahun
2017 adalah sebesar Rp. 7.094.863.348.477,- atau sebesar 141,88% dari target yang telah
ditetapkan yaitu Rp. 5 Trilyun.

Kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan di wilayah kerja
Direktorat Jenderal KSDAE di seluruh Indonesia baik pusat maupun BBKSDA/BKSDA.
Tahapan kegiatan meliputi pelaksanaan ekspor dan impor tumbuhan dan satwa liar sebagai
berikut :

1. Proses penerbitan izin usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri
2. Proses penerbitan SATS-LN (CITES Permit)
3. Ekspor dan Impor

Izin usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri berlaku selama 5 (lima) tahun
sedangkan SATS-LN diterbitkan setiap kali pemegang izin edar melakukan kegiatan
ekspor/impor dan dokumen dimaksud menyertai spesimen yang dikirim.
Pihak yang terlibat dalam mencapai target devisa negara dari hasil pemanfaatan
satwa liar dan tumbuhan alam antara lain :
Direktorat KKH
BBKSDA/BKSDA
Pemegang izin usaha pengedar TSL dalam negeri dan luar negeri
Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai)
Kementerian Perdagangan
Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian)

~o o0 oW

Peran UPT BBKSDA/BKSDA dalam pencapaian target devisa negara yaitu melakukan
pengendalian pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam dalam negeri, memberikan
rekomendasi teknis dalam hal penerbitan izin usaha pengedar luar negeri oleh Direktur
Jenderal KSDAE, dan memberikan rekomendasi teknis dalam hal penerbitan SATS-LN oleh
Otoritas Pengelola CITES Indonesia (Direktorat Keanekaragaman Hayati).

Tabel 30. Data Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta
bioprospecting tahun 2014 - 2017

No Tahun Jumlah Devisa (Rp)

1 2014 743.281.616.734
2 2015 5.307.448.015.075
3 2016 6.547.512.373.876
4 2017 7.094.863.348.477
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Data Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan
alam serta bioprospecting tahun 2014 - 2017

7.094.863.348.477

6.547.512.373.876

2014 2015 2016 2017

Gambar 34. Data Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam
serta bioprospecting tahun 2014 - 2017

Berdasarkan data realisasi ekspor yang dilaporkan oleh pemegang izin usaha pengedar
tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri dapat disimpulkan bahwa IKK Nilai ekspor
pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp. 25 trilyun
selama periode tahun 2015 s.d 2019 atau sebesar Rp. 5 trilyun per tahun dapat tercapai
dengan baik pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 141,90%.

Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam mencapai target devisa negara dari
pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar antara lain sebagai berikut :
1) Tertib administrasi pelaporan realisasi ekspor oleh pemegang izin edar
2) Penyederhanaan regulasi dalam negeri untuk meningkatkan devisa negara

Upaya tindak lanjut yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasi
permasalahan/hambatan yang dihadapi yaitu :
1) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara intensif terkait tertib administrasi
pelaporan realisasi ekspor oleh pemegang izin edar.
2) Bersama-sama dengan instansi terkait merumuskan sistem penyederhanaan regulasi
dalam negeri terkait tata cara/prosedur ekspor dan impor.
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Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya
Konservasi Keanekaragaman Hayati

Sasaran 2 ini dicapai melalui 8 indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM, TWA) memperoleh nilai indeks METT
minimal 70% (kategori baik) dengan target 17 unit KK,

2. Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)
dengan target 30 unit TN,

3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The
IUCN Red List of Threatened Species dengan target 2%,

4. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik
yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) dengan target 7 paket data,

5. Luas KEE yang telah terkelola oleh forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial
dengan target 13 unit KEE (300.000 Ha),

6. Jumlah KPHK non TN yang terbentuk dan beroperasi dengan target 10 unit,

7. Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan
dengan masyarakat dengan target 20.000 Ha,

8. Kawasan konservasi yang dilindungi dari ancaman kebakaran dengan target 551 unit KK.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja disampaikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan:
1. Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM, TWA) memperoleh nilai indeks METT
minimal 70% (kategori baik) dengan target 17 unit KK

2. Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (kategori baik)
dengan target 30 unit TN

Pada dokumen Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, IKK ini tidak terpisah antara
nilai METT kawasan non TN dan TN. Kalimat IKK pada Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-
2019 yaitu “Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga
memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di
seluruh Indonesia”, dengan target pada tahun 2017 adalah sebesar 50 unit. Sedangkan pada
dokumen PK Direktur Jenderal KSDAE tahun 2017, IKK ini dibedakan antara TN dan non TN,
hal ini mengakomodir kegiatan yang ada pada UPT Ditjen KSDAE yaitu kegiatan Pengelolaan
TN dan KSDA. Capaian IKK ini adalah sebagai berikut.

Tabel 31. Capaian IKK Jumlah TN dan Non TN Memperoleh Nilai Indeks METT Minimal
70% (Kategori Baik)

No IKK Satuan Target Realisasi %

1 Jumlah kawasan non taman nasional (CA, SM, Unit KK 17 38 150
TWA) memperoleh nilai indeks METT minimal 70% (223,53)
(kategori baik)

2 Jumlah taman nasional memperoleh nilai indeks Unit TN 30 2 6,67
METT minimal 70% (kategori baik)

Jumlah Unit 47 40
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Kawasan konservasi merupakan benteng terakhir upaya konservasi keanekaragaman
hayati Indonesia. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, kawasan konservasi
berperan besar dalam kegiatan mitigasi sebagai penyimpan karbon dan mendukung kegiatan
adaptasi perubahan iklim melalui penyediaan jasa lingkungan.

Sejak tahun 1980-an, pengelolaan KK (CA, SM dan TWA) di tingkat tapak dilakukan Unit
Pelaksana Teknis KSDA, sedangka untuk pengelolaan Tahura dilakukan oleh
UPTD/SKPD/Dinas yang bergerak dibidang Kehutanan. Pengelola KK dimaksud didukung
sepenuhnya oleh Ditien KSDAE dan para mitra berupaya untuk terus meningkatkan efektivitas
pengelolaan kawasan konservasi. Upaya tersebut juga selaras dengan komitmen Pemerintah
Indonesia dalam tataran global untuk mendukung Convention on Biological Diversity (CBD)
dan pencapaian Aichi Target.

Efektivitas pengelolaan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan
utama perlindungan kawasan-kawasan penting tersebut seperti yang dimandatkan sejak
pendeklarasian (penunjukan) kawasan yang ada dan kemudian diterjemahkan dalam
dokumen rencana pengelolaan. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sebuah kawasan
diharapkan dapat memberi panduan penggunaan sumberdaya secara efektif, sebagai
pertanggungjawaban penggunakan dana publik secara akuntabel dan transparan, serta
dalam rangka meningkatkan kepedulian dan dukungan para pihak.

Direktorat Jenderal KSDAE melalui Direktorat Kawasan Konservasi sesuai Renstra
Ditien KSDAE 2015-2019 memfasilitasi penilaian efektiftas pengelolaan KK dengan
Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Pendekatan yang digunakan dalam
penilaian ini telah diadopsi secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui
Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.15/KSDAE-SET/2015. Berdasarkan Renstra Ditjen
KSDAE 2015-2019, minimal 260 unit KK harus memiliki nilai indek METT minimal 70% sampai
dengan 2019, vaitu “Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas
pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260
unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia”.

Lokasi dan fokus pada IKK ini adalah semula pada 283 unit kawasan konservasi sesuai
SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016 tanggal 29 Mei 2016, namun
dalam rangka percepatan pencapaian jumlah KK yang mempunyai indeks nilai METT 70%
sebanyak 260 unit KK pada tahun 2019, maka Direktorat KK membuat strategi baru dengan
menambah jumlah KK yang dinilai semula 283 unit KK menjadi 383 unit KK yang ditetapkan
melalui Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.506/KSDAE /SET/KSA.1/12/2017 tanggal 29
Desember 2017.

Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk
melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang
ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai
perbaikan yang perlu dilakukan. Penilaian dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang
berperan penting dalam siklus pengelolaan yaitu:

a. Pemahaman akan konteks dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang
dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia,
dan para pihak yang terlibat.

b. Perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi),
perumusan visi, tujuan, dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi
tekanan.

c. Alokasi sumberdaya (input), yang meliputi personil/staf, alokasi anggaran yang tersedia,
dan peralatan pendukung pengelolaan.
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d. Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima
(proses).

e. Produk dan jasa (output) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan.

f. Dampak atau outcome yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan
pengelolaan.

Jika dilihat dari struktur elemen utama siklus pengelolaan tersebut maka, pencapaian
kinerja peningkatan efektivitas pengelolaan KK berdasarkan Renstra Ditien KSDAE
merupakan resultante dari capaian kinerja dari seluruh unsur dan bagian di dalam Ditjen
KSDAE, sehingga nilai akhir METT dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh seluruh unsur dan bagian Ditien KSDAE mulai dari pusat sampai Unit Pelaksana Teknis.
Berdasarkan kriteria dan indikator sesuai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE
Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja
Program KSDAE Tanggal 18 Desember 2015, tahapan kegiatan dalam rangka peningkatan
efektivitas pengelolaan KK seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32.Tahapan Pelaksanaan Pencapaian IKK Peningkatan Nilai Efektivitas

Pengelolaan
No Tahapan Penanggung Rencana Pelaksanaan
Jawab 2015 2016 2017 2018 2019
1 Penyusunan dan Pusat
Penetapan NSPK
2 Penetapan 260 KK yang Pusat dan UPT -
akan ditingkatkan BKSDA /BTN
3 Penetapan nilai awal METT = Pusat dan UPT --
BKSDA / BTN
4 Penilaian METT Pusat dan UPT -
BKSDA / BTN

5  Upaya Peningkatan Pusat dan UPT
Efektivitas BKSDA /BTN

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian METT dilakukan pada tahun
2015, 2017 dan tahun 2019, sehingga pada tahun 2016 dan tahun 2018 difokuskan pada
kegiatan-kegiatan prakondisi dan kegiatan intervensi dalam upaya peningkatan efektivitas
baik di pusat maupun di UPT.

Berdasarkan tabel 30. yaitu capaian penilaian METT, terdapat 40 unit kawasan
konservasi telah memenuhi persyaratan minimal 70% nilai indeks METT yaitu berkisar antara
70% - 80% adalah sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 33. Tabel Kawasan Konservasi Mencapai Nilai METT 70% Tahun 2017

No | Fungsi Nama Kawasan Konservasi Provinsi Nilai METT
1 CA Danau Dusun Besar Reg.61 Bengkulu 70
2 CA Gunung Batu Gamping DI Yogyakarta 70
3 CA Gunung Tilu Jawa Barat 72
4 CA Tangkuban Prahu Pelabuhan ratu | Jawa Barat 70
5 CA Pager Wunung Darupono Jawa Tengah 73
6 CA Karang Bolong Jawa Tengah 72
7 CA Cabak Jawa Tengah 71
8 CA Gunung Celering Jawa Tengah 71
9 CA Pringombo | Jawa Tengah 70
10 CA Keling 11/11 Jawa Tengah 70
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